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M. Joko Pranoto, E. 1104049, PROSES SERTIPIKASI HAK MILIK ATAS 
TANAH DI KARANGANYAR ( Studi Penerapan Asas Sederhana, Aman, 
Terjangkau, Mutakhir, Terbuka Guna Menghindari Sertipikat Ganda ), 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008. 
Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
ada dua yaitu pendaftaran tanah secara sistematik atas dasar prakarsa dari 
pemerintah dan pendaftaran tanah secara sporadik dengan diawali atas inisiatif 
para pemegang hak. Pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik ini 
mendorong penulis untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan 
pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dengan memperhatikan asas-asas 
yang ada yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kendala-
kendala yang dihadapi dan prosedur penganganannya di Kabupaten Karanganyar. 
 Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dengan penggunaan jenis data 
primer dan sekunder. Untuk menganaisa data digunakan cara kualitatif interaktif 
yaitu data yang terkumpul dinalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, 
menyajikan data dan menarik kesimpulan.  
 Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses pendaftaran tanah pertama 
kali yang dilakukan atas inisiatif para pemegang hak atau yang disebut juga 
dengan cara sporadik. Diawali dari penentuan wilayah yang akan menjadi wilayah 
proyek pedaftaran, para warga yang ingin mendaftarkan tanahnya langsung 
mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, permohonan yang yang masuk 
dilakukan pengecekan oleh petugas loket yang terkait, setelah lengkap berulah 
membayar biaya administrasi (dalam hal ini sudah ditanggung oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar) akan menerima kwitansi yang tertulis juga 
didalamnya tentang waktu pengukuran disertai nama petugas yang akan 
mengukur, setelah didakan pengukuran barulah dibuat peta atas tanah yang diuur 
dengan mengacu pada peta dasar yang ada, setelah itu petugas terkait yang disebut 
sebagai Panitia A kembai ke Desa yang bersangkutan untuk mengecek kebenaran 
data yang ada pada buku Desa yaitu C Desa, setelah semua data telah sesuai maka 
dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari guna memberi kesempatan 
pada pihak lain yang merasa keberatan atas diterbitkannya sertipikat atas sebidang 
tanah itu, lalu dilakukan penegasan hak, kemudian pembukuan hak dan barulah 
penerbitan sertipikat. Semua proses tersebut tidak lepas dari penerapan asas 
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka sehingga baik pemohon 
maupun masyrakat lain maupun pihak ketiga lainnya tidak ada yang dirugikan 
atas diterbitkannya suatu sertipikat. 
 Akhirnya penulis memberikan saran bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah 
secara sporadik yang dilakukan berdasar Proyek Nasional oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar perlu terus dilanjutkan karena kemudahan dan 
kemudahan dan keberhasilannya proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi 
pandangan negatif yang ada di masyarakat tentang pendaftaran tanah itu sulit dan 








A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Indonesia adalah negara yang luas dan kaya akan segala hasil bumi yang 
ada, mulai dari perairan (laut) hingga daratan (tanah). Wilayah perairan dapat 
menghasilkan minyak bumi dan perikanan yang luar biasa banyak jumlahnya, dan 
tanah juga merupakan wilayah yang berpotensi sangat baik didalam pemenuhan 
hajat hidup orang banyak. Tanah merupakan suatu kebutuhan pokok dari segala 
bentuk kebutuhan manusia karena dari tanah kita mendapatkan segala yang 
diperlukan, apakah itu pakaian, minuman, makanan, maupun perumahan. 
Tersedianya tanah merupakan kunci eksistensi manusia dan penaturan serta 
penggunaannya merupakan suatu hal yang sangat penting.  
Tanah dalam pembangunan nasional adalah merupakan salah satu modal 
dasar yang strategis. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual 
berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republlik Indonesia yang 
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan 
bangsa yang aman, tertib dan dinamis seperti yang tercantum dalam pembukaan 
UUD 1945 dalam alinea ke 4, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka 
dilaksanakan suatu program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu secara 
berkesinambungan temasuk didalamnya pembangunan dalam bidang pertanahan. 
Mengingat betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka di 
dalam UUD 1945 mengenai tanah, air diatur dalam pasal 23 ayat (3) yang 
berbunyi, ”Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” berdasar 
ketentuan pasal 33  tersebut kita ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang 
menjadi tujuan utama  dalam pemnafaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa 
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 
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Negara Republik Indonesia merupakan suatu organisasi dari seluruh rakyat 
Indonesia yang dibentuknya guna mengatur dan mengurus serta 
menyelenggarakan kepentingan-kepentingan dari seluruh rakyta Indonesia. 
Berdasarkan ketentuan tersebut kemudian seluruh rakyat Imdonesia melimpahkan 
wewenang yang dimilikinya kepada negara selaku badan penguasa yang 
berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur, mengurus dan menyelesaikan 
segala persoalan dalam pengelolaan fungsi air dan ruang angkasa serta kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 
Sebagai realisasi dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka pada tanggal 24 
september 1960 diundangkan Undang-Undang No. 5 tahun  1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA yang 
dimuat dalam lembaran Negara tahun 1960 No. 104. 
Salah satu tujuan dalam UUPA disebutkan dasar-dasar untuk memberikan 
jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat 
Indonesia, maka diadakan pendaftaran tanah yang termasuk di dalamnya adalah 
beberapa asas pendaftaran Hak Milik atas tanah yaitu sederhana, aman, 
terjangkau, mutakhir dan terbuka yang harus diperhatikan oleh setiap para 
pendaftar tanah maupun pejabat yang terkait (dalam hal ini adalah pejabat Kantor 
Pertanahan Karanganyar). Hal ini tegas diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang 
menyebutkan, 
”Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 
diatur dengan peraturan pemerintah.” 
Pasal 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah sebagai instruksi agar di 
seluruh wilayah Republik Indonesia diadakan pendaftaran yang bersifat ”recht 
kadaster” artinya yang bersifat menjamin kepastian hukum. Adapaun Peraturan 
Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) UUPA adalah Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mulai diundangkan 8 Juli 1997 di dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 59 yang mengatur 
mengenai pendaftaran tanah. 
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Dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1997 diharapakan dapat 
mencegah konflik-konflik di bidang pendaftaran tanah yang sering terjadi pada 
masa sekarang yang hanya lebih mengadalkan kepercayaan antara pejabat satu 
dengan pejabat lainnya sehingga kurang memperhatikan dan kurang menekankan 
di dalam merepakan asas-asas pendaftaran tanah. Menurut pasal 2 UUPA tahun 
1960 pendaftaran atas sebidang tanah harus dilaksanakan berdasar asas sederhana, 
aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Hal ini bertujuan sebagai berikut 
(menurut pasal 3 UUPA tahun 1960) : 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak 
lain yang terdaftar, agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya 
diberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya. 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 
termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memeproleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar. 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini 
direalisasikan dengan cara mewajibkan pendaftaran terhdap semua 
perbuatan hukum yang berlaku mulai dari peralihan, pembebanan hingga 
hapusnya hak tersebut. (Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria. Indoneisa : 
PT  Djambatan) 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan sistem pendaftaran tanah 
yang meliputi sistem pendaftaran tanah sporadik dan pendaftaran tanah secara 
sistematik. Pendaftaran tanah secara sporadik yaitu masyarakat secara individual 
mengajukan permohonan kepada kantor  pertanahan untuk mendaftarkan tanahnya 
yang diprakarsai oleh pemerintah yang dilakukan secara massal dan daerah yang 
didaftar meliputi sebuah kelurahan (Desa). 
Dalam kenyataanya pendaftaran tanah yang diselenggarakan dengan PP 
No. 24 Tahun 1997 masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis. Persoalan-
persoalan tersebut dapat terlihat dalam hal bahwa sering kali data yuridis yang 
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dimiliki oleh seseorang kurang kuat untuk membuktikan haknya. Hal ini dapat 
terjadi jika adanya suatu pemisahan ataupun penggabungan tanah. Dalam hal ini 
berarti penerapan dari asas mutakhir belum bisa dilaksanakan dengan semaksimal 
mungkin. Prakteknya seringkali hanya untuk bagian yang dipisahkan saja yang 
dibuatkan buku tanah dan sertipikat baru. Sedangkan untuk bagian yang lama 
masih digunakan buku tanah dan sertipikat tanah yang lama disertai dengan 
sedikit keterangan tentang adanya pemisahan. Hal tersebut menyulitkan untuk 
memperoleh data awal mengenai status tanah tersebut yang sangat penting dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah. 
Permasalahan lain yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
tersebut yaitu kurangnya penerapan asas terbuka dan terjangkau sehingga banyak 
menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwa pendaftaran hak atas suatu tanah 
hanyalah mempersulit mereka saja mulai dari biaya yang mahal, proses berbeli-
belit dan mereka juga takut jika tanahnya diatur oleh petugas agraria karena 
nantinya tanah tersebut akan diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum, 
serta tidak ada respon yang baik dari masyarakat pedesaan terhadap pengukuran 
tanah atau pun dalam penelitian surat-surat bukti hak atas tanah yang kesemuanya 
akan memakan waktu yang sangat lama (Bachtiar Effendie, S.H, 1993: 51). 
Sejarah kepemilikan tanah secara individual jika hanya mengandalkan 
kepada ingatan atau keterangan saksi pasti tidak teliti karena ingatan bisa saja 
kabur dan saksi-saksi hidup satu masa akan meninggal dunia. Seperti di Indonesia  
tanah sudah ada sejak dahulu dalam artian hubungan manusia dengan tanah 
tersebut. Namun karena tidak tertulis apalagi tidak terdaftar hanya secara lisan 
diketahui tanahnya itu milik siapa dan batas-batasnya atau setidak-tidaknya satu 
bidang tanah itu umum diketahui adalah milik seseorang ataupun warisan 
seseorang pada ahli warisnya. Hal demikian menimbulkan masalah dalam 
pendaftaran tanah karena tidak akurat atau tidak jelasnya hak-hak seseorang itu 
dan pendaftaran tersebut karena ada bukti-bukti yang di sodorkan oleh seseorang. 
Dalam salah satu tujuan pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 
adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada suatu 
pemegang hak atas tanah. Dalam masyarakat masih dijumpai adanya sengketa 
 14 
atau konflik pertanahan, dalam kasus sengketa status kepemilikan kedua belah 
pihak yang bersengketa merasa berhak atas sebidang tanah yang dipersengketakan 
baik dibuktikan dalam surat yang sah maupun tidak. Pada kasus ini kedua belah 
pihak yang bersengketa masing-masing punya dasar yang menyatakan bahwa ia 
adalah pemegang hak yang sah atas tanah tersebut (Endang Suhendar, 1994 : 31-
32). 
Selain itu dalam praktek sekarang ini tidak jarang terjadi telah terbit dua 
atau lebih sertipikat atas sebidang tanah yang sama. Dua atau lebih sertifikat atas 
sebidang tanah yang sama disebut tumpang tindih (overlapping) sertipikat, 
membawa ketidakpastian hukum bagi pemegang hak-hak atas tanah yang sangat 
tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia (Bachtiar 
Effendi, S.H, 1993 : 73). 
Untuk itu kiranya sangatlah penting produk hukum yang dapat menjamin 
kepastian hukum bagi para pemegang hak-hak atas tanah. Hal ini dapat 
diwujudkan sedini mungkin dengan mencoba menerapkan asas-asas pendaftaran 
tanah seperti yang tertuang dalam pasal 2 UUPA secara tepat, mulai dari 
penerapan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Sehingga 
permasalahan yang sekarang ini terjadi dapat diminimalisir seminimal mungkin. 
 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Di dalam penelitian ini penulis lebih terpaku untuk meneliti berbagai 
masalah yang patut untuk dipecahkan dan diselesaikan yang kemudian tersusunlah 
semua dalam rumusan masalah ini.  
 Rumusan masalah yang penulis akan pecahkan yaitu : 
1. Bagaimana penerapan proses sertipikasi hak milik atas tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar ? 
2. Bagaimana penerapan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir 
dan terbuka di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar ?  
3. Apa kendala dan hambatan dalam proses sertipikasi Hak Milik Atas 
Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Tujuan Obyektif : 
a. Dapat mengetahui penerapan proses sertipikasi hak milik atas tanah di 
Kabupaten Karanganyar secara mendatail apakah telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah masih belum sesuai. 
b. Dapat mengetahui penerapan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir 
dan terbuka dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 
selain itu penulis juga bisa mengetahui sejauh mana pencegahan dari 
terbitnya sertipikat ganda setelah diterapkannya asas-asas tersebut. 
c. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang selama ini selalu timbul 
dalam proses sertipikasi Hak Milik Atas Tanah, khususnya di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
 
2. Tujuan Subyektif : 
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam 
meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek 
lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis 




D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil Penelitian dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas 
permasalahan dari sudut teori. 
b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang 
karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. 
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c. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan 
teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman 
dan dokumentasi ilmiah. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan dari 
penerapan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka di 
BPN Karanganyar. 
b. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. 
c. Sebagai praktek dan teori penelitian dalam bidang hukum dan juga 




E. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini akan disebut ilmiah jika disusun dengan metode yang tepat 
selain itu agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengertian 
metode itu sendiri adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 
kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan metode ilmiah 
(Sutrisno Hadi, 1970 : 4). Dan pendapat lain yaitu cara yang terakhir dan terpikir 
baik untuk mencapai suatu maksud (Poerwodarminto, W.J.S, 1976 : 64). Maka 
dapat diambil pengertian bahwa metode ilmiah adalah cara yang terakhir terpikir 
dengan baik sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengisi 
kebenaran suatu pengetahuan.  
Dalam penelitian ini penulis menggunaka metode penelitian sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
 Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang 
bersifat deskriptif, menurut Soerjono Soekamto, penelitian deskriptif yaitu 
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suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.  Maksudnya 
adalah mempertegas hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat 
teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.  
(Soerjono Soekanto, 1986 : 10) 
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian 
Deskriptif menurut Prof. Dr Soerjono Soekanto adalah Suatu penelitian 
yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah tertutama 
mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori – 
teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru.  (Soerjono 
Soekanto, 1986 : 10)  
Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya 
sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi 
analisa dan interprestasi data yang pada akhirnya dapat diambil 
kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu. 
 
3. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis 
melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Kabupaten Karanganyar. 
 
4. Jenis Data 
Data adalah hasil penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang 
dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan 
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informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu 
keperluan (Suharsimi Arikunto, 1989 : 91). 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara 
atau observasi terhadap responden dalam penelitian. 
b. Data Sekunder 
Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak 
langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
 
5. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari 
penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, Pertama sumber data 
primer,  Kedua, sumber data sekunder yang terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer  
Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. 
Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah : 
1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok  Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Interview, 
observasi; 
b. Bahan Hukum Sekunder 
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Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, 
artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan 
pokok bahasan. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus  besar bahasa 
Indonesia dan sebagainya. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat 
penting dalam penulisan.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Untuk mendapatkan data primer, digunakan alat pengumpulan 
data berupa  pengamatan ( observasi )  dan wawancara ( 
interview ). 
1) Pengamatan ( Observasi ) 
Tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pengamatan pencatatan secara sistematik terhadap gejala-
gejala yang tampak pada obyek penelitian. (Hadari 
Nawawi, 1998 : 25) 
2) Wawancara ( Interivew ) 
Tehnik ini dengan cara mengadakan tanya jawab secara 
langsung dengan pejabat terkait ( Sutrisno Hadi, 1998 : 
206 ). Dalam penelitian ini penulis secara langsung 
mewawancarai petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar.  Wawancara yang dilakukan adalah 
wawancara yang terarah, terpimpin dan mendalam sesuai 
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dengan pokok permasalahan yang diteliti guna 
memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap 
dan seteliti mungkin. Instrumen yang digunakan adalah 
wawancara yang menggunakan pertanyaan yang tidak 
terikat dengan masyarakat dan pejabat terkait 
b. Data Sekunder 
Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau 
kepustakaan atau library research guna memperoleh bahan-
bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat 
dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi : peraturan 
perundang-undangan, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat 
oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang 
tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan 
dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini. 
 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan 
data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 
(Lexy J. Maleong, 2002 : 103). Penulis menggunakan  model  analisis 
interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan 
dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan 
menarik kesimpulan. (HB. Sutopo, 2002  : 35) 
 Tiga tahap tersebut adalah : 
a. Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan 
perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting  yang 
muncul dari catatan dan pengumpulan data.   
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b. Penyajian Data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 
dapat dilaksanakan. 
c. Penarikan Kesimpulan  
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-
pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-
konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti 
menarik kesimpulan. (HB. Sutopo, 2002 : 37). 









Dengan model analisis ini maka penulis harus bergerak diantara empat 
sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik 
diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa 
waktu penelitian. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan  apa adanya sesuai dengan  
masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data 
dikumpulkan, kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah tersebut 
tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat 











A. KERANGKA TEORITIS 
Negara Indonesia mempunyai daerah yang sangat luas baik daratan, lautan 
maupun udara atau ruang angkasa. Daratan merupakan tulang punggung bangsa 
Indonesia, karena sebagian penduduk Indonesia berpenghasilan dari pertanian dan 
juga pertambangan.  
Tanah dalam pembangunan merupakan sarana yang pokok misalnya dalam 
pembangunan gedung-gedung, jalan raya, kawasan industri, pemukiman 
penduduk dan prasarana kehidupan yang lain. Hal tersebut sering menjadi 
penyebab munculnya masalah mengenai pertanahan, pembangunan di satu sisi 
memerlukan tanah sebagai sarana utama sedangkan di sisi lain tersedianya tanah 
semakin sedikit dan terbatas. Selain itu penduduk yang bertambah dengan cepat 
mempunyai kecenderungan untuk mengakibatkan pemilikan, penguasaan dan 
penggunaan tanah oleh penduduk semakin bertambah, keadaan seperti ini 
mengakibatkan tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dan tanah yang 
tersedia yang sering kali cenderung menjadi penyebab kasus timbulnya sengketa 
tanah. 
Pertanahan di Indoneisa pada dasarnya bersumber pada Undang-Undang 
Dasar pasal 33 ayat (3). Dalam pasal tersebut mengatur pemanfaatan sumber daya 
alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat, sebagai 
pelaksanaanya maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok Agraria. 
Dalam Undang-Undang pokok Agraria pengertian tanah adalah permukaan 
bumi, dalam penggunaannya termasuk bagian tubuh bumi yang ada di bawahnya 
dan bagian bumi yang ada diatasnya, sesuai dengan tujuan penggunanaannya 




1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara ( HAN ) 
 
Hukum Administrasi Nasional ialah keseluruhan aturan hukum yang 
menentukan cara bagaimana Negara sebagai penguasa menjalankan usaha untuk 
melaksanakan tugasnya atau dengan kata lain bagaimana penguasa seharusnya 
bertingkah laku didalam melakukan tugasnya. 
Perbedaaan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukun Tata 
Negara yang disimpulkan oleh Prince seorang ahli Hukum Administrasi Negara 
yaitu Hukum Administrasi Negara lebih menitik beratkan pada hal-hal yang 
bersifat teknis sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang 
fundamental yang merupakan dasar-dasar dari Negara yang menyangkut langsung 
tiap warga Negara. Namun demikian Hukum Administrasi Negara sendiri belum 
memilliki arti baku. 
Dalam hal ini Logcman mengartikan didalam memandang Negara lebih 
dititik beratkan pada hal-hal yang sifatnya kepada pengertian HAN. Dalam sebuah 
organisasi itu ada yang melaksanakannya yaitu pejabat. 
Pejabat adalah sarana bagi Negara atau pejabat Negara atau dengan kata 
lain pejabat adalah alat Negara untuk menjalankan tugasnya. Sehingga tugas dari 
seorang pejabat adalah melaksanakan hak dan kewajiban yang dibebakan Negara 
kepadanya menuju tujuan akhir Negara. Sedangkan tugas aparat Negara yaitu 
lebih kepada melaksanakan wewenang dan kekuasaan Negara yang terwujud 
dalam kegiatan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintah dalam arti luas adalah 
pemerintah yang merupakan wujud nyata dalam kegiatan sehari-hari. (wasis 
suganda: catatan perkuliahan : 2005 : 1-5). 
Di dalam menjalankan tugasnya maka setiap peajabat Negara maupun 
aparatur Negara haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam 
perbuatan pemerintahan  yaitu : 
a. Dilakukan oleh aparatur pemerintahan mulai dari tingkat dasar Kepala 
Desa hingga tingkat yang paling tinggi yaitu Presiden; 
b. Dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan; 
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c. Dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang 
HAN; 
d. Dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat. 
(Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria. Indoneisa : PT  Djambatan). 
 
Adapun wujud dari pemerintahan tersebut bisa berwujud public service 
dan bewujud apa saja yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.  
Jika dilihat lebih jauh lagi maka peran pemerintah sangat luas sekali 
hingga peran pemrintah didalam membantu masyarakat untuk memenuhi hajat 
hidup mereka seperti permohonan hak atas sebidang tanah melalui suatu birokrasi 
yang bernama Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) yang telah tersebar diseluruh 
penjuru daerah di tanah air. 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria 
 
Pengertian Agraria secara bahasa adalah hal-hal yang berkaitan dengan 
pertanian. Namun dalam perkembangannya agraria tidak lagi terfokus pada 
pertanian. Agraria dalam arti luas  meliputi permukaan bumi, air, pertambangan 
dan ruang angkasa. Sedangkan agraria dalam arti sempit hanya meliputi bumi atau 
tanah saja. 
Sedangkan hukum agraria itu sendiri ialah sejumlah aturan hukum yang 
mengatur tentang hak-hak penguasaan atas sumber daya alam. 
Sejarah hukum agraria di Indonesia sendiri terbagi dalam  3 (tiga) periode 
yaitu periode sebelum tahun 1945, periode pada tahun 1945 dan periode pada saat 
setelah tahun 1945. 
Dalam 3 (tiga) periode tersebut memiliki sejarah yang sama-sama 
menentukan, dimulai saat tahun 1870. Dimana sebelumnya hanya ada satu hukum 
yang mengatur tentang agraria yaitu Hukum Adat, namun saat itu pemerintah 
Hindia-Belanda membuat hukum baru tentang agraria yang disebut dengan 
Agrarian Wet. Munculnya hukum ini berkaitan dengan kegiatan kapitalis yang ada 
di negeri Belanda. Tahun demi tahun berjalan hingga akhirnya di bentuklah 
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undang-undang yang mengatur tentang agraria yang cocok untuk semua pihak, 
baik untuk pribumi maupun golongan eropa dan timur asing yaitu dengan di 
bentuknya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 (wasis suganda: 
catatan perkuliahan : 2005 : 1-5). 
Namun kembali seiring dengan berjalannya waktu makin banyak pula 
pelanggaran tindak pidana tentang pertanahan yang ada di negeri ini, terutama 
tentang permohonan hak milik yang sering kali demi kepentingan pribadi banyak 
pihak yang menyalahgunakan proses permohonan pembuatan sertipikat hak milik 
atas tanah. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya sertipikat palsu yang 
dengan mudahnya muncul dan dikeluarkan di negeri ini. 
Tentunya hal ini sangat meresahkan warga, terutama menyangkut hak 
mereka terhadap sebidang tanah yang sangat mudah sekali dirampas oleh para 
pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Kekuatan alat bukti yang mereka miliki berupa sertipikat hak milik seakan 
menjadi selembar kertas yang tidak ada harganya dan tidak ada gunanya. Sudah 
pasti keadaan seperti ini tidak bisa begitu saja kita anggap sebagai keadaan yang 
tidak berbahaya sama sekali namun sebaliknya. 
Jika kita coba mengkaji lagi didalam proses permohonan sertipikasi hak 
milik atas tanah terdapat beberapa asas yang wajib dipenuhi oleh kalangan staf 
pembuat akta tanah dan para pihak yang terkait. 
Menurut pasal 2 UUPA tahun 1960 pendaftaran atas sebidang tanah harus 
dilaksanakan berdasar asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. 
Hal ini bertujuan sebagai berikut (menurut pasal 3 UUPA tahun 1960) : 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak 
lain yang terdaftar, agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya 
diberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya; 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 
termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memeproleh data yang 
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diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar; 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini 
direalisasikan dengan cara mewajibkan pendaftaran terhdap semua 
perbuatan hukum yang berlaku mulai dari peralihan, pembebanan hingga 
hapusnya hak tersebut (Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria. Indoneisa : 
PT  Djambatan). 
 
3. Tinjauan umum tentang Hak Milik Atas Tanah 
 
a. Pengertian Hak milik 
Hak milik diatur dalam UUPA dari pasal 20 sampai dengan pasal 
27. yang dimaskud dengan Hak miliki diatur dalam pasal 20 adalah hak 
turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah, 
dengan menginggat fungsi sosial atas tanah. Terkuat dan terpenuh disini 
dapat berarti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas 
dan tidak dapat diganggu gugat, ini dimaskudkan untuk membedakan 
dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimilki oleh individu. Dengan 
perkataan lain, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling 
penuh diantara hak-hak atas tanah lainnya. Paling kuat dan paling penuh 
berarti pula bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah itu mempunyai 
hak untuk berbuat bebas dengan jalan menjualnya, menghibahkannya, 
menukarkannya, menukarkan dan mewariskan dengan ketentuan tidak 
melanggar hukum adat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah.  
Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang 
oleh masyarakat Adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). 
Khususnya di wilayah pedesan di luar Jawa, tanah ini diakui oleh hukum 
Adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. 
Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, 
tanah milik bersama masyarakat adat ini secara bertahap dikuasai oleh 
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anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. Sistem 
pemilikan individual kemudian mulai dikenal di dalam sistem pemilikan 
komunal. Situasi ini terus berlangsung di dalam wilayah kerajaan dan 
kesultanan sejak abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan 
kolonial Belanda pada abad ke tujuh belas yang membawa konsep hukum 
pertanahan mereka.  
Selama masa penjajahan Belanda, pemilikan tanah secara 
perorangan menyebabkan dualisme hukum pertanahan, yaitu tanah-tanah 
di bawah hukum adat dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum 
Belanda.  
Menurut hukum pertanahan kolonial, tanah bersama milik adat dan 
tanah milik adat perorangan adalah tanah di bawah penguasaan negara.  
Hak individual atas tanah, seperti hak milik atas tanah, diakui terbatas 
kepada yang tunduk hukum barat. Hak milik ini umumnya diberikan atas 
tanah-tanah di perkotaan dan tanah perkebunan di pedesaan. Dikenal pula 
beberapa tanah instansi pemerintah yang diperoleh melalui penguasaan. 
Berbeda dangan politik domein-verklaaring di masa penjajahan Belanda, 
dewasa ini tanah yang belum atau tidak melekat atau terdaftar dengan 
sesuatu hak atas tanah di atasnya, maka tanah tersebut adalah Tanah 
Negara. Di pulau Jawa, hal ini ditandai dengan tidak terdaftarnya tanah 
tersebut sebagai tanah obyek pajak di Buku C Desa, atau tercatat dalam 
buku Desa sebagai Tanah Negara atau GG (Government Grond). Jangka 
waktu tentang berlakunya hak milik dapat ditentukan. 
Jenis hak-hak atas tanah dewasa ini, sesuai pasal 16 UUPA adalah : 
1) Hak Milik. 
2) Hak Guna Bangunan. 
3) Hak Guna Usaha. 
4) Hak Pakai. 
5) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
6) Hak Pengelolaan 
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7) Hak Tanggungan di atas sesuatu hak atas tanah 
(www.tanahkoe.tripod.com; senin 08 oktober 2007 : 16.36).  
 
Yang dapat mempunyai menurut pasal 21 UUPA yaitu : 
1) WNI. 
2) Badan-badan hukum tertentu. 
3) Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial 
keagamaan sepanjang tanahnya digunakan untuk itu.  
Yang dimaksud dengan badan-badan hukum tertentu di atas adalah 
baik yang didirikan oleh negara yang selanjutnya disebut Bank Negara, 
Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan 
UU No. 79 Tahun 1958 ( LN Tahun 1958 No. 139 ) juga badan-badan 
hukum yang yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan. 
 
b. Pendaftaran hak milik atas tanah 
Untuk menjamin syah atau tidaknya sebuah sertipikat atas milik, 
termasuk masalah kepastian hukumnya maka diperlukan suatu proses yang 
panjang dan valid di dalam membuatnya. Dimana maksud dan tujuan 
pendaftaran tanah seperti yang tersebut di dalam PP. No 4 Thn 1997 yaitu 
: 
1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 
2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar; 
3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
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Pendaftaran dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali hal-
hal tertentu yang oleh undang-undang ditentukan lain atau dilaksanakan 
oleh pejabat lain, dalam melaksanakan pendaftaran Kepala Kantor 
Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat-pejabat lain yang ditugaskan 
untuk melaksanakan kegiatan tertentu menurut PP No. 24 Thn 1997 dan 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. PPAT diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri, bagi desa-desa 
dengan wilayah terpencil maka Menteri bisa menunjuk PPAT sementara. 
Dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan juga 
dibantu oleh panitia Adjudikasi yang dibentuk oleh Menteri. Tugas-tugas 
Pendaftaran Tanah oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor 
Pertanahan Kabupaten / Kota : 
1) Pengukuran, Pemetaan dan Penerbitan Surat Ukur (SU); 
2) Penerbitan Sertipikat hak atas tanah. 
 
Pendaftaran Balik Nama karena Peralihan Hak ( jual beli, hibah, 
waris, tukar-menukar, lelang, merger, inbrenk, dll ). 
Pendaftaran Hak Tanggungan ( jika ada ) 
1) Pendaftaran Surat Keternagan Tanah ( SKPT ) 
2) Pemeliharaan data, dokumen / warkah dan infrastruktur 
pendaftaran tanah. (www.tanahkoe.tripod.com; senin 08 
oktober 2007 : 16.36) 
 
Asas-asas yang dipergunakan dalam penyelenggaran pendaftaran 
tanah dalam PP No. 24 tahun 1997, yaitu : 
1) Asas sederhana adalah ketentuan-ketentuan pokok maupun 
prosedur pendaftaran tanah mudah dipahami oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan, terutama para pemegang hak; 
2) Asas aman adalah pendaftaran tanah diselenggarakan secara 
teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan 
kepastian hukum sesuai dengan tujuannya; 
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3) Asas terjangkau adalah biaya pendaftaran tidak memberatkan 
golongan ekonomi lemah; 
4) Asas mutakhir adalah kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaan dan kesinambungan pemeliharaan data 
pendaftaran tanah, asas ini menuntut dipeliharanya data 
pendaftaraan tanah secara terus menerus dan 
berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di kantor 
pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan; 
5) Asas terbuka adalah masyarakat dapat memperoleh keterangan 
mengenai data yang benar setiap saat. 
 
Asas sederhana tercermin dalam penyederhanaan dan penyingkatan 
tata cara pendaftaran tanah. Berdasarkan pasal 11 dan 12 PP No. 24 Tahun 
1997 dapat disimpulkan bahwa apabila pelaksanaan pendaftaraan tanah 
sebagaimana ditentukan dalam Bab III bagian IV PP No. 24 Tahun 1997 
dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan tersebut akan memberikan 
1) Kepastian hukum bagi pemegang hak 
2) Informasi yang lengkap dan aktual bagi setiap subjek 
pemegang hukum yang melaksanakan perbuatan hukum 
terhadap sebidang tanah. 
Ketegasan dan kejelasan dapat dilihat dalam pasal 23 dan 24 PP 
No. 24 Tahun 1997, adanya kemampuan untuk melaksanakan pendaftaran 
tanah secara lebih cepat, sederhana, serta efisien dibandingkan dengan PP 
No. 10 Tahun 1961. 
Asas aman tercermin dalam pasal 4 ayat ( 1 ) PP No. 14 Tahun 
1997, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 
hak atas suatu bidang tanah, satuan ruah susun dan hak-hak lain yang 
terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya 
diberikan sertipikat sebagai tanda buktinya. Hal itulah yang merupakan 
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tujuan utama pendaftran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan 
oleh pasal 19 UUPA. 
Asas terjangkau tercermin dalam pasal 61 yat ( 2 ) PP No. 24 
Tahun 1997 yang menyatakan bahwa asas permohonan yang 
bersangkutan, Menteri / Pejabat yang ditunjuknya dapat membebaskan 
permohonan dari sebagian / seluruh biaya pendaftaran jika dapat 
membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayarnya. 
Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam 
waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya 
pendaftaran. 
Asas mutakhir tercermin dalam pasal 16 PP No. 24 Tahun 1997 
yang mengatur tentang pemeliharaan data tentang pendaftaran tanah. 
Pemegang hak wajib mendaftarkan perubahan-perubahan yang dimaksud 
kepada Kantor Pertanahan. Ketentuan pasal 36 tersebut sesuai dengan asas 
mutakhir yang menuntut dipeliharanya data pendaftaran secara terus 
menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan dalam 
Kantor Pertanahan selalu tersimpan dalam keadaan nyata di lapangan dan 
masyarakat dapat memeperoleh keterangan mengenai data yang benar 
setiap saat. 
Asas terbuka tercermin dalam pasal 4 ayat ( 2 ), pasal 33 dan 34 PP 
No. 24 Tahun 1997. salah satu tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk 
menyediakan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, termasuk 
pemerintah, agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam 
mengadakan perbuatan hukum dibidang tanah dan satuan rumah susun 
yang sudah terdaftar. Penyajian data tersebut disediakan oleh kantor 
pertanahan Kabupaten / Kota. Usaha pendaftaran tanah diselenggarakan 
dengan mengadakan daftar umum yang terdiri atas peta pendaftaran tanah, 


























































Penjelasan :  
Dalam penulisan hukum ini penulis akan menguraikan sedikit mengenai 
garis besar atau gagasan dalam penulisan ini. Gagasan atau garis besar dalam 
penulisan berasal dari permasalahan yang ada yaitu mengenai  proses sertipikasi 
Hak milik atas tanah di Kabupaten Karanganyar berdasar UU No. 5 Tahun 1960, 
terutama penegasan dalam penerapan asas-asas umum sertipikasi Hak milik atas 
tanah yang tertuang dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960. 
Bagi Negara Republik Indonesia, dimana strukstur kehidupan masyarakat 
termasuk perekonomiannya sebagian besar bergerak dalam bidang pertanahan, 
maka fungsi bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta semua yang terkandung di 
dalamnya amatlah penting sebagai sarana pokok dalam pembangunan menuju 
masyarakat yang adil dan makmur. 
Hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia 
merupakan suatu hubungan yang abadi artinya selama rakyat Indonesia masih ada 
serta selama bumi,air dn ruang angkasa masih ada maka dalam keadaan 
bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan apapun yang dapat memutuskan atau 
meniadakan hubungan tersebut. 
Dalam pengertian di atas tidaklah berarti bahwa hak-hak perseorangan / 
badan hukum atas tanah tidak dimungkinkan lagi. Dalam UUPA masih dikenal 
atau diakui adanya hak-hak yang dapat dipunyai perorangan atau badan hukum. 
Tetapi dalam hal ini hanya mengenai permukaan bumi saja yaitu tanah yang dapat 
dihaki sesorang seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 
sebagainya. 
Mengingat bahwa makin lama makin banyak terjadi kejahatan  pemalsuan 
sertikat di bidang pertanahan karenanya dirasa perlu adanya jaminan kepastian 
hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria. Untuk memenuhi semua itu maka 
sesuai PP No. 24 Tahun 1997 dilakukan proses sertipaksi Hak milik atas tanah 
dengan tidak meninggalkan asas-asas umum dalam proses sertipikasi yang 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah berdasar Proyek Nasional Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar Tahun 
Anggaran 2007 Secara Sporadik. 
 
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Badan Pertanahan 
wilayah Kabupaten Karanganyar bahwa Kabupaten Karanganyar mempunyai luas 
wilayah 77.378.637 Ha, adapun wilayah kerjanya meliputi 17 kecamatan 
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : 
Tabel 1.  Luas wilayah dan jumlah desa per kecamatan di  Kabupaten 
Karanganyar 
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 
No Kecamatan Jumlah Desa Luas (Ha) 
1 2 3 4 
1. Karanganyar 12 4.302,6382 
2. Kebakkramat 10 3.645,6335 
3. Jaten 8 2.554,8100 
4. Tasikmadu 10 2.759,7300 
5. Mojogedang 13 5.330,8955 
6. Colomadu 11 1.564,1650 
7. Gondangrejo 13 5.699,9519 
8. Karangpandan 11 3.411,0800 
9. Matesih 9 2.626,6325 
10. Tawangmangu 10 7.003,1645 
11. Kerjo 10 4.682,2735 
12. Ngargoyoso 9 6.533,9420 
13. Jenawi 9 5.608,2751 
14. Jumapolo 12 5.657,0210 
15. Jatiyoso 9 6.716,4880 
16. Jatipuro 10 4.036,4957 
17. Jumantono 11 5.355,4410 
    
 Jumlah 177 77.378,6374 
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Luas wilayah Kabupaten Karanganyar ± 77.378,6374 Ha, dengan jumlah 
bidang tanah adalah + 500.000 bidang (Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2004 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 2005). Dari jumlah bidang tersebut 
yang telah bersertipikat adalah ± 425.847 bidang (Daftar Konter Hak 
Perkelurahan sampai dengan 4 Agustus 2005) dengan demikian sudah sekitar 85 
% bidang tanah di Kabupaten Karanganyar telah bersertifikat. 
Dari data tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sasaran Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar yaitu tercapainya pensertipikatan atas 
bidang–bidang tanah diseluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, masih belum 
dapat terwujud seluruhnya.  
Demi mewujudkan upaya maksimal pensertipikatan tanah tersebut maka 
berdasar wawancara kami dengan ibu Ir. PRIHARTINI pada tanggal 31 Januari 
2008 pukul 09.00 WIB selaku penanggung jawab sekaligus pimpinan proyek, 
sepanjang tahun 2007 kantor Badan Pertanahan Karanganyar mempunyai program 
tentang pendaftaran tanah yang disebut PRONA (Proyek Nasional). Kegiatan ini 
bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat 
Kabupaten Karangnyar tentang kepemilikan tanah. Kegiatan tersebut 
mentargetkan untuk melakukan penerbitan 5000 (lima ribu) bidang sertipikat 
tanah baru (pendaftaran tanah pertama kali), dengan ketentuan kriteria/persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh warga untuk mendaftar pada kegiatan ini, diman secara 
umum kegiatan ini dikhususkan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.  
Sesuai dengan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
KABUPATEN KARANGANYAR Nomor : 300/110/2007 Tanggal 7 februari 
2007 tentang penunjukan penanggung jawab kegitan Prona Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 memutuskan Ir. PRIHARTINI 
NIP : 010224472 sebagai penanggung jawab kegiatan Prona. (Keputusan lengkap 
terlampir) 
Demi terlaksannya kegiatan Prona tersebut maka diperlukan seksi-seksi 
pembantu yang memiliki fungsi-fungsi yang telah ditentukan, berikut ini susunan 
petugas pelaksana sesuai dengan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR 
PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR Nomor : 300/319/2007 
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Tanggal 2 April 2007 tentang penunjukan petugas kegiatan pembinaan 
pengelolaan tata laksana  pertanahanan (Prona) Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar Tahun Anggaran 2007 memutuskan para petugas pelaksana  
Tabel 2. petugas pelaksanan PRONA 
No NAMA / NIP PANGKAT / 
GOLONGAN 
JABATAN TUGAS DAN 
KEGIATAN 
1 2 3 4 5 
1. 
 
Ir. M. RUKHYAT. 
NOOR, MM. 
Pembina Tk.I Kepala Kantor - Penyelesaian Akhir SK 



















tanah, pengolahan data, 
pengolahan data, 
pemberian hak atas 
tanah, pembukuan dan 
penerbitan sertipikat 
-Tim Penyuluhan 






tanah dan lendreform 
-Tim Penyuluhan 
















dan konflik pertanahan 
-Tim Penyuluhan 
7. TRI WARSO, SH Penata Tk. I Kepala Sub Bag 
T.U 
-Memberikan pelayanan       
Administrasi, 
Penyusunan program 
dan penyusunan laporan 
-Tim Penyuluhan 
8. M. ISTNAINI TAI 
S. SiT 





9. Drs. AGOESTI 
MEGANTRORO 






-Penelitian riwayat status 
tanah 
10. LASIMIN 
SETYONO, A, Ptnh 
Penata Kepala Sub Seksi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
- Pendataan Peserta 












-Penelitian riwayat status 
tanah 







-Penelitian riwayat status  
tanah 






-Penelitian riwayat status 
tanah 
14. BAMBANG NUR 
YANTO 






-Penelitian riwayat status 
tanah 

















-Penelitian riwayat status 
tanah 
17. SUKASNO, SH Penata Muda. Tk I Staf Seksi 
Sengketa, Konflik 




-Penelitian riwayat status 
tanah 
18. RACHMAD Penata Muda Tk. I Staf Sub Seksi -Pendataan Peserta 
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-Penelitian riwayat status 
tanah 
19. ARIS WIDARKO. 
B, SH 
Penata Tk I Kepala Sub Seksi 
Pengukuran dan 
Pemetaan 






BAMBANG. S, SH 
Penata Kepala Sub Seksi 
Tematik dan 
Potensi Tanah 






Penata Staf Sub Seksi 
Pengukuran dan 
Pemetaan 
-Koordinasi Lapangan  
-Supervisi 
-Survei Lapangan 
22. KELIK BIIONO A 
Ptnh 
Penata Staf Sub Seksi 
Pengukuran dan 
Pemetaan 




23. SUDARMANTO S. 
SiT 





-Pengikatan Titik dasar 
Teknik (TDT) 




24. BAYU INDARTO 
S. SiT 
Penata Muda Tk I Staf Sub Seksi 
Pengukuran dan 
Pemetaan 
-Pengukuran Koordinat  
Tugu 
-Pengikatan Titik dasar 
Teknik (TDT) 












-Pengikatan Titik dasar 
Teknik (TDT) 


















Penata Muda Tk I 






Staf Sub seksi 
Tematik dan 
Poteni Tanah  
-Pengukuran Koordinat 
Tugu 
-Pengikatan Titik dasar 
Teknik (TDT) 













-Penetapan Batas  












Pendaftaran -Pengukuran Revisi 
-Penetapan Batas 









































36. BAMBANG SRI 
HARYANTO 








37. WAHYUDI, SH, 
MM 





-Koreksi Surat Ukur 
38. ARIS WIDARKO B, 
SH 





-Koreksi Surat Ukur 
39. SUDARMANTO, 
S.Sit 
Penata Muda Tk. I Staf Sub Seksi 
Pengukuran dan 
Pendaftaran 
-Digitasi peta dasar 
-Penggambaran peta 
dasar teknik dan peta 
kerja 




40. BAYU INDARTO, 
S..Sit 
Penata Muda Tk. I Staf Sub Seksi 
Pengukuran dan 
Pendaftaran 
-Digitasi peta dasar 
-Penggambaran peta 
dasar teknik dan peta 
kerja 






Penata Muda Tk. I Staf Sub Seksi 
Pengukuran dan 
Pendaftaran 
-Digitasi peta dasar 
-Penggambaran peta 
dasar teknik dan peta 
kerja 





42. DUDDY  
PRIHANTO EKO  











-Penjilidan Gambar Ukur 
-Penjiidan Surat Ukur 

















































Kepala Sub Seksi 
Penatagunaan 
Tanah dan  
Kawasan Tanah 
 
Staf Sub Seksi 
Penetapan Hak 
 




- Pemeriksaan Tanah 
( Panitia A ) 
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TIM II Panitia A 



































Staf Sub Seksi 
Pengaturan Tanah 
Pemerintahan 




































Staf Sub Seksi 
Penetapan Hak 
 





























4. SRI TARYANI 













Penata Muda  



















-Penyiapan Konsep SK 
-Pengertian Pengumuman 
Data Fisik  
 
-Pengetikan, Jahit dan 
Pengetikan Daftar Isian 



















Penata Tk I 
 
 
Penata Tk I 






Kasubsi PPH dan 
PPAT 
-Koreksi Buku Tanah dan 
Sertipikat 
-Koreksi Buku Tanah 
dan Sertipikat 
-Koreksi Buku Tanah 
dan Sertipikat 




Adapun lokasi yang menjadi proyek nasional tahun anggran 2007 telah 
diputuskan berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
KABUPATEN KARANGANYAR Nomor : 300/612/2007 Tanggal 16 Mei 
2007 tentang penunjukan lokasi desa kegiataan pembinaan pengelolaan tata 
laksana pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tahun 
anggaran 2007, dapat dilihat di tabel berikut ini : 
Tabel 3. lokasi polaksanaan Proyak Nasional 
NO KECAMATAN KEL/DESA JUMLAH BIDANG 
I II III IV 



















































































8 JATIYOSO 1. JATIYOSO 























































































I II III IV 
12 TAWANGMANGU 1. TAWANGMANGU 








































































































Sumber : data sekunder Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 
 
Dana untuk pelaksananan Proyek Nasional Tahun Anggaran 2007 
dikabupaten Karanganyar didapat dari APBN, dari APBN tersebut disitribusikan 
kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat, lalu BPN Pusat mendistribusikan dana 
tersebut ke seluruh Kantor Badan Pertanahan tingkat Kotamadya dan Kabupaten. 
Untuk Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi dana 
sebsesar Rp. 1.297.500.000,00 (satu milyard dua ratus sembilan puluh tuju juta 
lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai seluruh 
pelaksaan PRONA dari awal hingga akhir, termasuk diantaranya untuk pembelian 
alat-alat tulis kantor dan honor bagi para petugas pelaksana. 
Kegiatan pendaftaran tanah dalam PRONA yang dilakukan secara 
sporadik diawali dengan pemberitahuan oleh petugas dari BPN Karanganyar ke 
desa-desa, lalu desa memberi pengumuman pada masyarakat setempat, 
masyarakat yang menghendaki tanahnya untuk didaftarkan dicek oleh desa apakah 
termasuk dalam orang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proyek ini. 
Jika sudah maka warga/masyarakat yang bersangkutan langsung membuat surat 
permohonan dan langsung diserahkan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar. 
Prosedur dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 
diterapkan di Kantor Badan Pertanahan Karanganyar berkaitan dengan 
pelaksanaan Prona yaitu : 
a. Permohonan, yang dimaksud adalah permohonan mendaftarkan hak 
baru berdasarkan alat bukti : 
1) penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang 
memberikan hak yang bersangkutan (Menteri Agraria/KBPN) 
atas tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah hak pengelolaan. 
I II III IV 











2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh 
pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan 
apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah 
hak milik. 
Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan 
permohonan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten Karanganyar, para warga 
biasanya melampirkan : 
a. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan. 
(biasanya pemohon mengajukan surat permohonan langsung tanpa 
surat kuasa); 
b. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (berupa fotocopy KTP dan 
KK yang masih berlaku);  
c. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir sebagai bukti 
kepemilikan tanah sebelum berlakunya PP No. 10/1961; atau  
d. Bukti pemilikan/penguasaan tanah secara tertulis para warga lebih 
banyak menunjukan petuk ataupun girik sebelum berlakunya 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau  
e. Bukti penguasaan sacara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan 
dalam bentuk surat pernyataan penguasaan itu dilakukan dengan itikad 
baik, tidak pernah diganggu gugat dan tidak sedang dalam sengketa; 
f. Kesaksian dari Kepala Desa/Lurah/Tetua Adat; 
g. Identitas Pemohon Warga Negara Indonesia; 
h. Bukti pelunasan SPPT PBB terakhir. 
 
b. Pengukuran/pemeriksaan data fisik (penetapan dan pemasangan tanda 
batas, pengukuran, pemetaan) oleh petugas yang ditunjuk (panitia A). 
 Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari 
Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah 
dan pemohon memasang tanda-tanda batas. Penetapan batas dilakukan 
setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan 
kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan. Pemberitahuan 
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dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas 
dilakukan. Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas 
dilaksanakan maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-
bidang tanah. Berikut ini adalah bagan tentang standar operasi pengaturan 
dan pelayanan surat ukur sporadik di kantor BPN Karangannyar sesuai 
dengan SPOPP-SP-3.05-KPK. 
 
Tabel 4. SPOPP-SP-3.05-KPK standar mekanisme pengukuran 
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sumber : sekunder Kantor Pertanahan Karanganyar tahun 2005 
c. Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah oleh panitia A.  
Dalam hal ini diadakan penelitian ke lokasi dimana tanah yang 
dimohonkan berada, mengecek di buku tanah C desa, meneliti dokumen 
yang merupakan alat bukti tertulis. Jika semua sudah sesuai dan dokumen 
tersebut sudah lengkap maka Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 
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Tanah pada Kantor Pertanahan menyiapkan pengumuman. Jika dokumen 
tersebut tidak lengkap maka penelitian data yuridis bidang tanah tersebut 
dilanjutkan oleh Panitia A. Setelah penelitian data yuridis selesai, Panitia 
A menyerahkan hasilnya kepada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 
yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis. 
Hasil penelitian data yuridis oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 
Tanah dan atau Panitia A dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data 
Yuridis dan Penetapan Batas. 
d. Pengumuman data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan dan 
kantor desa/kelurahan beserta pengesahannya. 
Pengumuman tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi 
yang berkepentingan mengajukan permohonan atas data fisik dan data 
yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya dan 
diumumkan selama 60 (enam puluh) hari. Pengumuaman di tempel pada 
papan pengumuman Kantor Pertanahan Karanganyar, di Kantor Kepala 
Desa bersangkutan maupun melalui media massa. Setelah jangka waktu 
pengumuman berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara Pengesahan data fisik 
dan data yuridis. Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data 
yuridis masih ada kekuranganlengkapan dan atau masih ada keberatan 
yang masih belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan 
dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap atau permasalahan 
yang belum diselesaikan. Kepada pihak yang mengajukan keberatan 
disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan ke 
Pengadilan. 
e. Pengakuan Hak 
Penegasan Hak/konversi diberikan oleh kepala kantor pertanahan 
dengan memperhatikan alat bukti tertulis, keterangan saksi maupun 
pernyataan yang bersangkutan. Untuk pengakuan hak tidak diperlukan 
penerbitan surat keputusan pengakuan hak. 
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f. Pembukuan Hak 
Berdasarkan alat bukti hak baru, penegasan konversi dan pengakuan 
hak, hak-hak atas tanah hak pengelolaan dan tanah wakaf dibukukan 
dalam buku tanah. Apabia data fisik dan data yuridis tidak lengkap atau 
masih disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah 
mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan. 
Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, 
apabila kepala kantor pertanahan berhalangan maka dapat dilimpahkan 
kewenangan menandatangani buku tanah kepada kepala seksi pengukuran 
dan pendaftaran tanah. 
g. Penerbitan Sertipikat 
Untuk hak milik yang sudah di daftar dalam buku tanah dan 
memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya diterbitkan 
sertipikat. Sertipikat adalah tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak 
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 
bersangkutan. Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh kepala kantor 
BPN, apabila berhalangan maka dapat melimpahkan kewenangannnya 
untuk menanda tangani sertipikat tersebut kepada kepala seksi pengukuran 













2. Penerapan asas-asas pendaftaran tanah secara sporadik berdasar 
PRONA tahun 2007 di Kantor badan Pertanahan Nasional Wilayah 
Karanganyar yaitu asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan 
terbuka 
 
Asas-asas yang dipergunakan dalam penyelenggaran pendaftaran tanah di 
Kantor Badan Pertanhanan Nsional wilayah Kabupaten Karanganyar sesuai dalam 
dalam PP No. 24 tahun 1997, yaitu : 
1) Asas sederhana, Kantor Badan Pertanahan telah membuat ketentuan-ketentuan 
pokok maupun prosedur pendaftaran tanah dapat dengan mudah dipahami oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak yang 
kesemuanya sudah terpampang di brosur, pamlet, komputer, dll. Berikut ini 
adalah tabel pendaftaran tanah secara sporadik yang tersedia di front office 
Kantor BPN Karanganyar : 
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 Tabel .5. alur kerja di  Front Office 
 sumber : data sekunder Kantor Pertanahan Karanganyar tahun 2005 
tabel 6. uraian kegiatan front office 
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  sumber : data sekunder Kantor Pertanahan Karanganyar tahun 2005 
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2) Asas aman, di Kantor Badan Pertanahan Nasional telah dilaksanakan sistem 
penyelenggaraan tanah yang sangat teliti, mulai dari pengecekan berkas-
berkas permohonan baik mengenai data diri si pemohon maupun mengenai 
data-data lain yang diperlukan tentang keterangan tanah yang bersangkutan 
dari pihak desa, semua ini dilakukan di loket pertama, setelah semua data yang 
diajukan telah dinyatakan lengkap oleh petugas selanjutnya berkas-berkas 
tersebut diserahkan ke loket kedua untuk dilakukan entry data memasukan 
data-data berkas yang telah dilengkapi tersebut dan langsung disimpan dalam 
komputer loket yang juga langsung terhubung dengan komputer pusat, hingga 
akhirnya semua data tersimpan dengan aman dalam data base Kantor Badan 
Pertanahan Nasioanal Wilayah Kabupaten Karanganyar, berikut ini kembali 
kami tampilkan tabel front ofiice sebagai langkah penerapan asas aman dari 





















Tabel 7.  mekanisme pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik 
   
 sumber : data sekunder Kantor Pertanahan Karanganyar tahun 2005 
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3) Asas terjangkau, guna menerapakan asas terjangkau dengan sebenar-benarnya 
maka Kantor Badan Pertanahan Karanganyar telah menentukan beberapa tarif 
pendafataran tanah secara terbuka dan di sebarkan melalui situs internet, sms, 
brosur-brosur, famlet sehingga setiap warga masyarakat dapat mengetahui 
berapa biaya yang diperlukan untuk mendaftarakan status tanah mereka dari 
awal hinga akhir jadinya sertipikat tanah, berikut kami tampilkan besaran 
biaya yang dibutuhkan yaitu; 
a) daftar tarif biaya pelayanan bidang pertanahan berdasarkan 
peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2002 kantor pertanahan 
kabupaten karanganyar  
 
tabel 8. brosur biaya pendaftaran tanah 
















Pendaftaran dari SK Pemberian Hak 
 
INFORMASI PERTANAHAN 
Surat Ukur dengan kertas  
Titik Dasar Teknik Orde 2 
Titik Dasar Teknik Orde 3 
Salinan/ Kutipan Warkah 
Peta Pendaftran Blue Print 
Peta Pendaftaran Tana Digital Peta Dasar/Peta 
Dasar Pendaftaran/Peta Garis/ Peta Tata Guna 

































b) tarif biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah kantor 
pertanahan kabupaten Karanganyar (SK. KAKANWIL BPN 
PROP. JATENG NO.600/134/33/2006/Tgl.24-01-2006)  
 
tabel 9. brosur biaya gradasi pengukuran 
BIAYA UKUR (Rp) 
No GRADASI SPORADIS SISTEMATIS 
1 1-100 39.900 30.000 
2 101-200 60.300 45.300 
3 201-300 77.500 58.200 
4 301-400 93.100 69.800 
5 401-500 107.600 80.700 
6 501-600 121.300 91.000 
7 601-700 134.500 100.900 
8 701-800 147.200 110.400 
9 801-900 159.600 119.700 
10 901-1000 171.600 128.700 
11 1.001-1.250 200.600 150.500 
12 1.251-1.500 228.400 171.300 
13 1.501-1.750 255.400 191.500 
14 1.751-2.000 281.600 211.200 
15 2.001-2.500 332.300 249.300 
16 2.501-3000 381.400 286.100 
17 3.001-3.500 429.200 321.900 
18 3.501-4.000 476.000 357.000 
19 4.001-4.500 522.000 391.500 
20 4.501-5.000 567.300 425.500 
21 5.001-5.500 612.000 459.000 
22 5.501-6.000 656.200 492.200 
23 6.001-6.500 699.900 525.000 
24 6.501-7.000 743.300 557.500 
25 7.001-7.500 786.300 589.700 
26 7.501-8.000 828.900 621.700 
27 8.001-8.500 871.300 653.500 
28 8.501-9.000 913.400 685.100 
29 9.001-9.500 955.300 716.500 
30 9.501-10.000 996.900 747.700 
sumber : data sekunder biaya gradasi ukur Kantor Pertanahan 




4) Asas mutakhir, hal ini tercermin dari kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaan dan kesinambungan pemeliharaan data pendaftaran tanah,  
terpeliharanya data pendaftaraan tanah secara terus menerus dan 
berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu 
sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Dengan fasilitas yang sangat-sangat 
memadai dan modern di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Karanganyar sehingga isi yag terkandung dalam asas mutakhir benar-benar 
bisa terlaksanan. Berikut ini sebagian data yang penulis peroleh tentang 
kelengkapan peralatan yang canggih dan modern di Kantor Kabupaten 
Wilayah Karanganyar yaitu 
a) Semua pekerjaan didasarkan pada sistem LOC yang disebut dengan 
Land Ofice Computerization, melai dari entry data permohonan, 
pembuatan peta digital, hingga penyimpanan data di data base. berikut 
penjelasan penerapan pemetaan secara digital sebagai realisasi dari LOC. 
Proses Pemetaan bidang-bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar sejak bulan Agustus 2004 sudah mulai dilaksanakan secara 
digital. Proses pemetaan digital ini menggunakan Sistem Aplikati Pemetaan 
99 yang digabungkan dengan Sistem LOC yang telah dijalankan di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
Sistem Aplikasi Pemetaan 99 dapat dibentuk dari Data awal sebagai 
berikut: 
1. Base Map Digital yang dapat dibentuk dari: 
a. Iconos; 
b. Quick Bird; 
c. Peta Foto; 
d. Peta Garis; 
e. Digital Bakosurtanal. 
2. Peta Manual yang didigit. 




Aplikasi Pemetaan 99 ini menggunakan soft ware AutoCad Map dan 
Oracle. Sedangkan Sistem Aplikasi LOC yang dijalankan di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar saat ini menggunakan program procas 
tools dan simtanas. Program Procas Tools menggunakan software Cosmos, 
Smallworld, dan Multibase. Simtanas sendiri Menggunakan software 
SmallWorld dan Multibase. 
Sesuai Sistem Aplikasi Pemetaan 99, maka proses pemetaan digital yang 
dijalankan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menggunakan Peta 
Citra Satelit Ikonos dan hasil digitasi peta garis yang ada di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Kedua jenis peta tersebut digabungkan 
membentuk Peta Dasar Digital. Sehingga Peta Dasar Pendaftaran yang 
digunakan disebut Peta Dasar Pendaftaran Digital. 
Untuk membentuk Peta Dasar Pendaftaran Digital, dibutuhkan Peta 
Citra Satelit dan  Peta-peta garis yang telah didigit. Peta garis yang tersedia di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar meliputi Peta Bandung Urban 
Development Project (BUDP), Peta Desa Ujung Berung Kulon (UBK), dan 
Peta Ajudikasi. Hasil digitasi peta garis tersebut kemudian 
ditumpangsusunkan (overlay) dengan Peta Citra Satelit. Jadi fungsi Peta Citra 
Satelit adalah sebagai landasan dari hasil digitasi peta garis. 
Peta Citra Satelit digunakan sebagai landasan dari hasil digitasi peta 
garis karena bentuk geografi bidang tanah dari peta citra satelit tersebut 
terlihat lebih jelas memuat objek-objek geografis yang ada disekitarnya. 
Dengan adanya Peta Citra Satelit yang seperti ini akan memudahkan proses 
pemetaan bidang-bidang tanah terutama dalam mencocokkan bentuk bidang 
yang akan dipetakan. 
Untuk tahap awal pemetaan, pekerjaan digitasi peta-peta garis untuk 
pembuatan Peta Dasar diserahkan kepada pihak ketiga. Karena, jumlah peta 
yang harus didigit sangat banyak sehingga akan memakan waktu yang sangat 
lama jika dikerjakan oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten 
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Karanganyar sendiri. Disamping itu pekerjaan pemetaan digital ini 
membutuhkan keseriusan yang tinggi untuk menjamin akurasi dan presisi data 
yang dihasilkan. Untuk proses pemetaan selanjutnya akan dikerjakan oleh 
pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar  sendiri.  
Pekerjaan tumpang susun (overlay) untuk pembuatan Peta Dasar 
Pendaftaran Digital ini mengacu pada koordinat TM-30  sebagaimana 
petunjuk Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. 
Sehingga untuk proses pemetaan selanjutnya tidak memerlukan lagi 
transformasi koordinat. 
Soft ware yang digunakan dalam proses digitasi adalah AutoCad. Soft 
ware AutoCad dipilih karena soft ware ini mudah untuk diedit dan dalam 
penggunaannya sudah familiar dengan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar. Hasil digitasi yang dikerjakan oleh pihak ketiga harus 
diverifikasi kembali dengan Surat Ukur. Oleh sebab itu hasil digitasi pihak 
ketiga harus diedit dan diperiksa kembali. 
Proses pemetaan selanjutnya adalah memetakan bidang-bidang tanah 
yang telah terdaftar pada Peta Dasar Pendaftaran Digital. Pekerjaan ini 
dilakukan oleh pegawai kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar sendiri. 
Selain itu untuk mempercepat proses pemetaan, kembali pekerjaan ini 
melibatkan pihak ketiga. Walaupun dibantu oleh pihak ketiga, pekerjaan ini 
dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dengan 
pertimbangan untuk mempermudah penilaian dalam hal akurasi dan presisi 
pekerjaan pemetaan yang dilakukan. 
Dalam proses pemetaan digital ini dapat dibagi menjadi 2 pekerjaan, 
yaitu pemetaan untuk bidang-bidang tanah yang baru diukur  pada 
pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan, penggabungan, pemisahan, dan 
lain-lain serta pemetaan untuk bidang-bidang tanah yang telah terdaftar 
namun belum terpetakan dalam peta pendaftaran. Untuk bidang tanah yang 
baru diukur, hasil ukurannya langsung dipetakan pada Peta Dasar yang telah 
dikelompokkan berdasarkan kelurahan, kemudian diberikan Nomor 
Identifikasi Bidang (NIB). Sedangkan untuk bidang-bidang tanah yang telah 
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terdaftar namun belum terpetakan didigit dari Surat Ukur, kemudian 
dipetakan pada Peta Dasar dengan melihat posisi bidang tanah yang tertera 
pada Surat Ukur.  
Proses memetakan bidang-bidang tanah baik yang baru diukur maupun 
yang sudah terdaftar pada Peta Dasar Pendaftaran Digital oleh kantor 
pertanahan Kabupaten Karanganyar diberi istilah verifikasi. Dalam proses 
verifikasi tersebut bidang tanah yang telah terpetakan sekaligus diberi NIB 
sesuai dengan NIB yang tertera dalam Surat Ukur. Untuk bidang tanah yang 
belum ada NIB secara otomatis NIB akan diberikan pada saat proses entri 
Surat Ukur. 
Untuk memperlancar dan mempercepat proses verifikasi, setiap ada 
peralihan hak, pembebanan hak, cek sertifikat, dan kegiatan pemeliharaan 
data pendaftaran tanah lainnya yang tidak memerlukan pengukuran 
diwajibkan untuk dipetakan ulang di Peta Dasar Digital. Disamping itu proses 
verifikasi juga dilakukan dengan melihat arsip surat ukur yang ada di kantor 
pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
Dalam proses verifikasi, tidak semua bidang tanah yang sudah terdaftar 
mudah untuk diverifikasi. Untuk bidang tanah yang susah diverifikasi, dicek 
pada arsip Gambar Ukur dengan melihat sketsa lokasi. Jika masih kesulitan 
maka harus di cek di lapangan langsung. 
Pemetaan digital mempunyai banyak kelebihan dan keuntungan yaitu: 
1. Data yang telah dimasukkan lebih mudah untuk diedit dan 
diperbaiki; 
2. Dalam pemanggilan data kembali bila dibutuhkan mudah dan 
cepat; 
3. Penyimpanan data tidak membutuhkan tempat yang luas; 
4. Pencetakan hasil dapat dibuat dengan berbagai skala; 
5. Dalam proses pengolahan, analisis, dan manipulasi data lebih 
fariatif, sehingga informasi yang dihasilkan lebih beragam; 
6. Waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan, analisis, dan manipulasi 
data cepat; 
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7. Teknik overlay/tumpang susun lebih mudah; 
8. Dapat dimodifikasi dengan berbagai data untuk menghasilkan 
informasi baru; 
9. Keuntungan biaya pada waktu yang akan datang. 
 
Tabel 10. Daftar bidang tanah yang sudah dipetakan perkelurahan 
hingga agustus 2007. 
No Kelurahan Bidang No Kelurahan Bidang 
1 2 3 1 2 3 
1 Sukarasa  49 33 Cikawao 18 
2 Gegerkalong  110 34 Padasuka 45 
3 Isola 57 35 Cikutra 70 
4 Sarijadi  88 36 Cicadas 11 
5 Cipaganti  38 37 Sukamaju 27 
6 Lebak Gede  38 38 Sukapada 49 
7 Sadang Serang 56 39 Pasirlayung 49 
8 Dago  320 40 Cijerah 35 
9 Sekeloa  96 41 Cibuntu 26 
10 Lebak Siliwangi 10 42 Warung Muncang 28 
11 Babakan Ciparay 115 43 Caringin 51 
12 Babakan 102 44 Cigondewah Kaler 329 
13 Sukahaji 104 45 Gempol Sari 121 
14 Margahayu Utara 198 46 Cigondewah 
Rahayu 
87 
15 Margasuka 130 47 Cigondewah Kidul 141 
16 Cirangrang 47 48 Sukapura 41 
17 Kopo 87 49 Kebon Jayanti 13 
18 Babakan Tarogong 65 50 Babakan Surabaya 49 
19 Jamika 47 51 Cicaheum  55 
20 Babakan Asih  12 52 Babakan Sari 81 
21 Sukaasih 128 53 Kebon Kangkung 39 
22 Maleber 46 54 Braga 57 
23 Dunguscariang 40 55 Merdeka  26 
24 Ciroyom 35 56 Kebon Pisang 102 
25 Kebon Jeruk 66 57 Babakan Ciamis  12 
26 Garuda 19 58 Cihaurgeulis 20 
27 Campaka 28 59 Sukaluyu 52 
28 Husen Sastranegara 19 60 Neglasari 26 
29 Arjuna 34 61 Cigadung 153 
30 Pajajaran 19 62 Situsaeur 36 
31 Pasirkaliki 40 63 Kebon Lega 93 
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32 Pamoyanan 20 64 Cibaduyut 68 
65 Sukaraja 162 104 Cibaduyut Kidul 20 
66 Pasteur 58 105 Mekarwangi 504 
67 Cipedes 103 106 Cibaduyut Wetan 358 
68 Sukawarna 92 107 Mandalajati 50 
69 Sukagalih 134 108 Karang Pamulang 87 
70 Sukabungah 28 109 Antapani 496 
71 Hegarmanah 70 110 Antapani Kidul 287 
72 Ciumbuleuit 185 111 Antapani Tengah 320 
73 Ledeng 50 112 Antapani Wetan 0 
74 Cihapit 46 113 Sukamiskin 362 
75 Taman Sari 38 114 Cisaranten Bina H 25 
76 Citarum 34 115 Cisaranten Kulon 569 
77 Karasak  26 116 Sindang Jaya 122 
78 Nyengseret 36 117 Pasir Endah 80 
79 Karanganyar 40 118 Cigending 147 
80 Panjunan 15 119 Pasir Wangi 43 
81 Cibadak 45 120 Pasir Jati 119 
82 Pelindung Hewan 164 121 Pasanggrahan 76 
83 Cigerelang 91 122 Ujung Berung 67 
84 Ancol 84 123 Cisaranten Wetan 369 
85 Pungkur 53 124 Cibiru Kulon 0 
86 Balonggede 47 125 Ujung Berung 
Selatan 
0 
87 Ciseureuh 56 126 Cisurupan 32 
88 Ciateul 50 127 Palasari 107 
89 Pasirluyu 62 128 Cipadung 206 
90 Gumuruh 79 129 Pasir Biru 42 
91 Maleer 56 130 Cipadung Kidul 190 
92 Cibangkong 26 131 Cipadung Kulon 43 
93 Kacapiring 26 132 Cipamokalan 489 
94 Kebon Waru 39 133 Derwati 306 
95 Kebon Gedang 10 134 Cisaranten Kidul 192 
96 Samoja 9 135 Mekar Mulya 270 
97 Binong 42 136 Sekejati 874 
98 Cijagra 80 137 Margasari 459 
99 Lingkar Selatan 25 138 Margaseneng 303 
100 Burangrang 37 139 Wates 32 
101 Paledang 43 140 Mengger 100 
102 Turangga 162 141 Kujang Sari 162 
103 Malabar 36 142 Batununggal 275 
  36 142 Batununggal 275 
J u m l a h 14895 
Sumber data sekunder Kantor Pertanahan Karanganyar tahun 2007 
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b) Tersedianya situs internet Kantor Badan Pertanahan Karanganyar yaitu 
www.bpn-karanganyar.net dan www.bpn.go.id  
c) Pelaksanaan Informasi Interaktif Pertanahan Berbasis Selular di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar : 
Sistem aplikasi berbasis selular untuk Informasi Interaktif Pertanahan di 
Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui SMS Request yang terdiri 
dari 6 (enam) jenis layanan yaitu : 
(1) Layanan Informasi cara operasi SMS : 
Ketik : INFO<spasi>BPN, Maka secara otomatis anda akan 
memperoleh jawaban cara mengoperasikan request (permintaan 
informasi) pelayanan bidang pertanahan (INTAN Karanganyar) 
melalui SMS. 
(2) Layanan Informasi Proses Berkas Permohonan 
Layanan ini ditujukan agar pemohon atau masyarakat posisi 
sebenarnya berkas yang telah diajukan di Kantor Pertanahan sesuai 
nomor berkas yang tertera pada kuitansi pendaftaran. Caranya :  
Ketik : Berkas#<tanda pagar>nomor berkas/Tahun. 
Contoh : Berkas#350/2006, Maka secara otomatis anda akan 
memperoleh jawaban SMS Request berkas permohonan yang sedang 
diproses (sesuai nomor berkas) kondisi saat ini. Jika berkas dalam 
proses tertentu, maka jawaban SMS Request akan ditunjukkan posisi 
terakhir berkas tersebut dikerjakan pada saat SMS Request anda 
kirim (sifat real time). Jika berkas permohonan selesai maka 
jawaban SMS Request menunjukkan berkas anda telah selesai 
(termasuk tanggal dan nomor pengambilan pada loket 
4/pengambilan produk). 
(3) Layanan Informasi Biaya 
Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Layanan ini ditujukan agar 
masyarakat mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk 
mengurus bidang tanah yang belum bersertipikat, yaitu proses 
pengakuan hak (bekas Tanah berasal dari letter C atau D), dengan 
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cara memasukkan angka luas (m2) bidang tanah yang akan dimohon 
sertipikatnya. Caranya : 
Ketik : BPT1#<tanda pagar> Luas Tanah 
Contoh : BPT1#2500, Maka secara otomatis anda akan memperoleh 
jawaban SMS Request biaya pendaftaran tanah pertama kali 
berdasarkan luas tanah yang anda mohon, nilai biaya disajikan 
secara total (tidak termasuk biaya pengukuran), di mana hitungan 
yang sebenarnya meliputi biaya pemeriksaan tanah (Panitia A), 
biaya pengakuan hak dan biaya tranfort Panitia A untuk satu bidang 
tanah. Biaya tersebut belum termasuk biaya ukur. 
(4) Layanan Informasi Biaya Pengukuran 
Layanan informasi biaya pengukuran : ketik : BU<tanda pagar> 
Luas Tanah; 
(5) Layanan informasi biaya pemeliharaan data pendaftaran tanah : ketik 
: BPT2; 
(6) Layanan informasi biaya permohonan informasi pertanahan : ketik : 
BIP. 
d) Layanan mobil LARASITA, yang dimaksudkan untuk melayani 
masyarakat dengan cara door to door, mobil LARASITA berkeliling 
menuju bala desa masing-masing yang telah dijadwalkan sebelumnya. 
Mobil LARASITA dilengkapi dengan peralatan yang super canggih 
mulai dari mobil, komputer, televisi, hingga antena internet. Di dalam 
mobil LARASITA terdiri dari 3 (tiga) loket dengan fungsi yang sama 
dengan bagian front ofiice yang ada di Kantor BPN Karnganyar, hanya 
saja loket 2 (dua) yang berada di mobil LARASITA mempunyai fungsi 
ganda yaitu fungsi yang dimiliki di bagian loket 2 (dua) dan 3 (tiga) 
kantor front office BPN Karanganyar. Dengan layanan ini diharapakan 
masyarakat dapat mendafatarkan tanahnya tanpa harus bersusah payah 
repot-repot untuk berjalan menuju Kantor Badan Pertanahn yang berada 
culup jauh dari warga masyarakat yang mayoritas bertempat tinggal di 
daerah yang jauh yaitu di daerah pegunungan. 
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5) Asas terbuka, masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang 
benar setiap saat. Hal ini terbukti dengan layanan dari fitur SMS yang sangat 
lengkap hingga layanan situs internet yang sifatnya on-line sehingga dapat 
diakses kapan saja walaupun yang bersangkutan berada jauh di wilayah luar 
Karanganyar. 
a) Tersedianya situs internet Kantor Badan Pertanahan Karanganyar yaitu 
www.bpn-karanganyar.net dan www.bpn.go.id  
b)    Fasilitas yang memudahkan dan bertarif sangat murah untuk mengetahui 
segala macam data yang diperlukan baik mengenai dana, hingga 
informasi biaya permohonan informasi pertanahan dapat ditanyakan 
melalui sms (sort message sent) dengan mengirim sms ke no 
081329504422 dengan pertanyaan: 
(1) Layanan Informasi cara operasi SMS : 
Ketik : INFO<spasi>BPN, Maka secara otomatis anda akan 
memperoleh jawaban cara mengoperasikan request (permintaan 
informasi) pelayanan bidang pertanahan (INTAN Karanganyar) 
melalui SMS. 
(2) Layanan Informasi Proses Berkas Permohonan 
Layanan ini ditujukan agar pemohon atau masyarakat posisi 
sebenarnya berkas yang telah diajukan di Kantor Pertanahan sesuai 
nomor berkas yang tertera pada kuitansi pendaftaran. Caranya :  
Ketik : Berkas#<tanda pagar>nomor berkas/Tahun. 
Contoh : Berkas#350/2006, Maka secara otomatis anda akan 
memperoleh jawaban SMS Request berkas permohonan yang sedang 
diproses (sesuai nomor berkas) kondisi saat ini. Jika berkas dalam 
proses tertentu, maka jawaban SMS Request akan ditunjukkan posisi 
terakhir berkas tersebut dikerjakan pada saat SMS Request anda 
kirim (sifat real time). Jika berkas permohonan selesai maka jawaban 
SMS Request menunjukkan berkas anda telah selesai (termasuk 
tanggal dan nomor pengambilan pada loket 4/pengambilan produk). 
(3) Layanan Informasi Biaya 
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Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Layanan ini ditujukan agar 
masyarakat mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk 
mengurus bidang tanah yang belum bersertipikat, yaitu proses 
pengakuan hak (bekas Tanah berasal dari letter C atau D), dengan 
cara memasukkan angka luas (m2) bidang tanah yang akan dimohon 
sertipikatnya. Caranya : 
Ketik : BPT1#<tanda pagar> Luas Tanah 
Contoh : BPT1#2500, Maka secara otomatis anda akan memperoleh 
jawaban SMS Request biaya pendaftaran tanah pertama kali 
berdasarkan luas tanah yang anda mohon, nilai biaya disajikan secara 
total (tidak termasuk biaya pengukuran), di mana hitungan yang 
sebenarnya meliputi biaya pemeriksaan tanah (Panitia A), biaya 
pengakuan hak dan biaya tranfort Panitia A untuk satu bidang tanah. 
Biaya tersebut belum termasuk biaya ukur. 
(4) Layanan Informasi Biaya Pengukuran 
























3. Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah 
pertama kali. 
 
1) kendala  non teknis 
a) Masih adanya anggapan bahwa dengan memiliki segel, pathok dan 
SPPT bukti kepemilikan tanah sudah cukup kuat. 
b) Masih ada pandangan negatif tentang pelaksanaan proyek-proyek 
pendaftaran tanah. 
c) Masih ada anggapan bahwa tidak perlu repot-repot mendaftarkan 
tanah. 
 
2) Kendala teknis 
a) Terjadi perdebatan pendapat yang alot antara pemilik tanah yang 
bersangkutan dengan pemilik tanah yang bersebelahan mengenai 
batas-batas tanah yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. 
b) Data yang disiapkan oleh pemilik tanah kurang lengkap. 
















B. PEMBAHASAN  
 
1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah berdasar Proyek Nasional Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar Tahun 
Anggaran 2007 Secara Sporadik. 
 
Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan di wilayah 
kabupaten Karanganyar berdasarkan program kerja tahunan yang disebut sebagai 
PRONA yaitu Proyek Nasional dimana mengacu pada penggunaan sistem 
pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah teah diterangkan dalam 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tepatnya di 
dalam Bagian Kedua tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 
berbunyi : 
1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah 
2 Pendaftaran tanah tersebut meliputi : 
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
3 Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 
masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan 
penyelenggaraanya, menurut pertimbangan Menteri Agraria; 
4 Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat 
yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut. (Prof Boedi 





Proses tentang pendaftaran tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 1997, diantaranya : 
Pasal 12 ayat (1) menerangkan bahwa pendafataran tanah pertama kali meliputi : 
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; 
b. pembuktian hak dan pembukuannya; 
c. penerbitan sertipikat; 
d. penyajian data fisik dan data yuridis; 
e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. 
 
Jika dikaitkan antara pelaksanaan dari proses sertipikasi hak milik atas 
tanah atau pendaftaran tanah pertama kali di wilayah kabupaten Karanganyar oleh 
Kantor Pertanahan Karanganyar dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 maupun PP No. 
24 Tahun 1997 bahwa secara umum sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan 
dalam kedua peraturan tersebut. Dimana walaupun pendaftaran tanah berdasar 
Proyek Nasioanal merupakan program tahunan dari Kantor Pertanahan 
Karanganyar namun demikian hal ini tidak serta merta semuanya dilakukan oleh 
petugas BPN, namun semua tetap diawali dari permohonan yang diajukan oleh 
warga yang bersangakutan setelah mengetahui bahwa ada pendafaran tanah 
pertama kali bagi mereka melalui balai desa masing-masing. Berikut ini adalah 
beberapa tahapan yang dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama kali oleh 
Kantor Pertanahan Karangnyar guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi 
warga masyarakat sekitar, yaitu : 
a. Kantor Badan Pertanahan memberikan pengumuman kepada kepala desa 
yang bersangkutan yang telah diputuskan melalui keputusan kepala kantor 
BPN Karanganyar bahwa di desa tersebut akan diberikan kesempatan 
kepada warga sekitar untuk mendafarkan tanahnya agar mempunyai alat 
kepastian hukum yang sah dan bukti kepemilikan yang kuat yaitu 
Sertipikat Hak Milik, khususnya bagi warga yang tergolong dalam 
ekonomi lemah, dalam hal ini terbukti bahwa pelaksanaan pendaftaran 
tanah secara sporadik yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan 
Karanganyar telah sesuai dengan pasal 13 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997; 
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b. Pejabat desa yang bersangkutan memberikan pengumuman kepada warga 
sekitar; 
 
c. Bagi warga yang berminat untuk mendaftarkan tanahnya maka yang 
bersangkutan langsung mengajukan surat permohonan kepada Kantor 
Pertanahan Karanganyar, hal ini telah sesuai dengan isi dari pasal 13 (4)  
PP No. 24 Tahun 1997 dimana disebutkan bahwa pendaftaran tanah secara 
sporadik dilaksanakan atas prakarsa yang berkepentingan; 
 
d. Petugas memeriksa kelengkapan data yang dibutuhkan;  
 
e. Setelah diteliti lengkap barulah petugas ukur mengukur lokasi yang 
bersangkutan, setelah diukur dengan teliti dan sempurna barulah dibuat 
gambarnya baik secara digital maupun secara manual, lalu gambar dikirim 
ke Kantor Badan Pertanahan di wilayah setempat (Kotamadya/Kabupaten) 
tepatnya di bagian pemberian Hak Atas Tanah dilanjutkan dengan 
dibuatkan pengumumannya (tapi belum diumumkan), kegiatan ini 
dilakukan oleh sie pengukuran dan pemetaan yang diketuai oleh Bapak 
Aris Widanarko.  
 
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dibentuk berdasarkan Keputusan 
KBPN No.1 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kotaupaten/Kota. Tugas dan fungsi 
yang dilaksanakan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar adalah : 
a. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan serta konversi. 
b. Melaksanakan pendaftaran hak berdasarkan pemberian, peningkatan, 
pengakuan hak, mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan 
Sistem Informasi Pertanahan serta memelihara Daftar-Daftar Umum dan 
warkah dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah. 
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c. Melaksanakan peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, serta 
bimbingan dan pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah serta 
menyiapkan kelengkapan Daftar Isian untuk kegiatan pengukuran dan 
pendaftaran tanah. 
Acuan Pelaksanaan Tugas : 
1) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 
2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
3) Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.3 tahun 1997 tentang 
pelaksanaan PP No.24 tahun 1997. 
4) Instruksi Menteri Negara Agraria/KBPN No.3 tahun 1998 tentang 
Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Pertanahan. 
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 
tanah di bagi dalam 3 sub seksi meliputi: 
a) Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi 
Tugas pokoknya adalah melakukan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, dan menyiapkan pendaftaran konversi tanah hak milik adat. 
Kegiatan tersebut dilakukan baik secara sporadis maupun sistematis. 
Kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran konversi secara 
sporadis dilakukan berdasarkan permohonan dari masyarqakat. 
Permohonan tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun 
secara bersama-sama (massal). Sedangkan untuk kegiatan pengukuran, 
pemetaan, dan pendaftaran konversi secara sistematis dilakukan 
berdasarkan proyek nasional (prona), proyek daerah (proda), dan 
ajudikasi. 
Berdasarkan Instruksi MNA/K.BPN No. 3 Tahun 1998Tentang 
Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di 
Bidang Pertanahan jo Keputusan K.BPN No. 1 Tahun 2005 Tentang 
Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di 




1) Pengukuran dan pemetaan kadastral sporadis; 
2) Pendaftaran tanah pertama kali konversi sporadis; 
3) Pengembalian batas; 
4) Salinan Warkah/Peta; 
5) Salinan/Kutipan Surat Ukur/Gambar Situasi; 
6) Gambar Denah; 
7) Pengecekan NIB; 
8) Surat Ukur sporadis. 
 
1) Pengukuran 
Pelaksanaan Pengukuran yang dilaksanakan adalah pengukuran 
bidang-bidang tanah sesuai dengan permohonan yang masuk dari 
masyarakat dan pengukuran bidang-bidang tanah untuk prona dan 
proda. Rata-rata permohonan pengukuran yang masuk tiap bulan 
adalah 1000 permohonan. Dari 1000 permohonan pengukuran 
tersebut, kabanyakan adalah pemohonan pengukuran pemecahan, 
pemisahan, dan penggabungan. Sedangkan untuk permohonan 
pengukuran pertama kali hanya beberapa persen dari 1000 
permohonan tersebut, karena hampir 85% bidang tanah di wilayah 
Kabupaten Karanganyar sudah terdaftar. 
Jumlah petugas ukur di Sub Seksi PPK adalah sebanyak 26 
orang. Jika rata-rata permohonan pengukuran tiap bulan adalah 1000 
permohonan, maka tiap petugas ukur menerima ±40 berkas 
permohonan pengukuan. Jadi, setiap harinya tiap-tiap petugas ukur 
harus mengukur 1-2 berkas permohonan pengukuran.  
Dalam SPOPP, waktu yang diberikan untuk setiap berkas 
permohonan adalah 24 jam atau 3 hari (1 hari kerja = 8 jam) terhitung 
sejak diberikannya Surat Tugas Pengukuran dari atasannya. Jadi waktu 
3 hari untuk setiap berkas permohonan adalah lebih dari cukup. 
Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tugas petugas 
ukur adalah sampai menggambar/mengkartir bidang tanah yang telah 
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diukur di dokumen Gambar Ukur, sehingga dapat diketahui luas 
bidang tanah tersebut. Jika luas yang dihasilkan tidak sama dengan 
berkas permohonan maka pemohon harus membuat surat pernyataan 
menerima hasil ukuran petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar. 
2) Pemetaan 
Proses pemetaan di kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
sudah dilaksanakan secara digital (komputerisasi). Proses ini mulai 
dijalankan pada tanggal 20 Oktober 2004. Untuk mengubah dari 
sistem manual ke sistem digital, membutuhkan persiapan yang matang. 
Baik dari segi sarana prasara maupun dari segi sumber daya 
manusianya. Kedua hal tersebut telah dipersiapkan secara matang. 
Sehingga proses pemetaan secara digital dapat berjalan secara lancar.  
Jika dikaitkan dengan yang diperintahkan oleh pasal 14 ayat 
(2) PP No. 24 Tahun 1997 maka semua yang diperintahkan dalam 
pasal tersebut telah dilaksanakan dan telah sesuai namun demikian 
masih ada beberapa kendala non teknis yang sering kali terjadi seperti 
perebutan tanda batas tanah antara pemilik tanah yang bersangkutan 
dengan tetangga pemilik tanah hingga lambannya pembuatan peta 
secara digital oleh petugas karena terbatasnya waktu dibarengi dengan 
pekerjaan yang menumpuk dari proyek tersebut, untuk itu Kantor 
Pertanahan Karanganyar jangan menganggap remeh masalah ini; 
 
f. Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (Panitia A) wilayah Kabupaten 
Karanganyar mengecek kelapangan ke wilayah Desa yang bersangkutan 
untuk mencocokan Letter C tersebut apakah sudah cocok ataukan belum 
ataukah masih adakah hal-hal yang belum dipenuhi; 
 
g. Jika tahap tersebut telah selesai maka pengumuman yang telah dibuat 
sebelumnya langsung ditempelkan di setiap Desa dan juga di papan 
pengumuman yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
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Karanganyar. Diberi waktu hingga 60 (enam puluh) hari, guna memberi 
kesempatan kepada para pihak yang mungkin merasa berkeberatan atas 
terbitnya sertipikat atas tanah tersebut, atau mungkin sanggahan-
sanggahan yang mungkin nantinya akan masuk ke bagian pengaduan di 
loket pertama Kantor Badan Pertanahan Nasional Karanganyar. Tahap 
pengumuman dilakukan oleh Kantor Pertanahan Karanganyar dengan di 
tempelkannya informasi permohonan tanah terkait di papan pengumuman 
Kantor Pertanahan Karanganyar, di Kantor Kepala Desa/Kelurahan, 
melalui media massa setempat dan di tempat-tempat yang dianggap perlu 
oleh Kantor Pertanahan Karanganyar. Jika dikaitkan dengan pasal 26 ayat 
(1), (2), (3) maka usaha yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk 
melakukan pengumuman ini telah sesuai, namun demikian pengumuman 
yang lakukan melalui media massa sangatlah kurang, karena pengumuman 
hanya dimuat dalam kolom-kolom kecil dan hanya diumumkan dalam 
jangka waktu 1 hari saja sehingga pengumuman ini sangat dimungkinkan 
tidak terbaca oleh warga masyarakat lainnya; 
 
h. Jika memang ada sanggahan atau keberatan dari salah satu pihak maka 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar memberi 
kesempatana keapada para pihak untuk menyelesaikan masalahanya 
sendiri secara kekeluargaan ataupun diangkat ke Pengadilan Negeri 
ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Jika dikaitkan 
dengan pasal 27 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 maka upaya yang 
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Karanganyar sudah sangat tepat karena 
memberi kesempatan pada para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang 
ada dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan jika dikaitkan 
dengan pasal 27 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997 maka penyelesaian 
sengketa pertanahan ini ada dua, yaitu yang pertama adalah sengketa ke 
pengadilan antara pemohon dengan yang merasa keberatan dan yang 
kedua adalah sengketa antara Kantor Pertanahan dengan pihak yang 
merasa dirugikan berkaitan dengan diterbitkannya sertipikat. Untuk 
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bersengketa di Pengadilan biasanya Kantor Pertanahan berkedudukan 
sebagai tergugat atau turut tergugat.  
 
Beracara di Pengadilan maka mengacu pada Peraturan-peraturan dan 
semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Hukum Tanah Nasional dan 
prosedur pelaksanaan penyelesaiannya sesuai  dengan  kebijakan maupun melalui 
prosedur hukum yang berlaku (pasal 46 ayat 1 butir a – r, KMNA /KBPN Nomor 
6 Tahun 1993). Penanganan masalah yang terkait dengan pengadilan. 
Penanganan masalah pertanahan yang terkait dengan pengadilan biasanya 
termasuk dalam wilayah peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. 
Masalah pertanahan yang masuk dalam wilayah peradilan umum meliputi kasus 
perdata sedangkan yang masuk dalam wilayah peradilan tata usaha negara 
meliputi keputusan tata usaha negara dalam wilayah pertanahan. 
Alur penyelesaian perkara yang terkait dengan pengadilan baik yang 
masuk dalam wilayah peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara adalah 
sebagai berikut: 
1) Surat panggilan sidang dari PN atau PTUN dengan dilampiri surat 
gugatan; 
2) Membuat surat kuasa untuk menghadiri sidang dari kepala kantor ke sub 
seksi penyelesaian masalah pertanahan; 
3) Membuat jawaban dari surat gugatan pada sidang selanjutnya (eksepsi dan 
tanggapan pokok perkara);  
4) Mendengarkan dan menerima replik dari penggugat; 
5) Membuat duplik dari replik penggugat;  
6) Bukti surat dan saksi (kalau diperlukan pemeriksaan setempat); 
7) Kesimpulan ; 
8) Putusan. 
Hasil putusan sidang antara kasus perdata dan kasus PTUN berbeda amar 
keputusannya yaitu: 
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1) Amar putusan kasus perdata yaitu " Bahwa Sertipikat Nomor :..... Gambar 
Situasi Nomor :..... tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus 
dibatalkan". 
2) Amar putusan PTUN yaitu " Membatalkan keputusan Tata Usaha Negara 
mengenai penerbitan Sertipikat Nomor :..... Gambar Situasi Nomor :......". 
Dalam rangka membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar menangani masalah pertanahan, Sub Seksi Penyelesaian Masalah 
Pertanahan dalam beracara di pengadilan mengacu pada dasar hukum sebagai 
berikut :  
1) Pasal 123 ayat (2) HIR stb 1848-16, stb 1926-559 dan stb 1941-44; 
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-
II/2004, Tanggal 13 Desember 2004 mengenai pengujian  pasal 31 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi 
“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi 
advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”; 
3) Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
MA/PANSEK/288/IX/2003, Tanggal 12 Desember 2003, tentang ijin 
beracara bagi Pegawai Negeri Sipil; 
Dalam beracara di peradilan untuk kasus perdata Kepala Kantor 
Pertanahan bertindak sebagai pihak tergugat langsung atau turut tergugat. 
Sedangkan untuk kasus yang masuk dalam Peradilan Tata Usaha Negara 
bertindak sebagai Tergugat Langsung. Untuk kasus perdata yang bertindak 
sebagai turut tergugat dalam amar putusan bebunyi: "Turut tergugat harus tunduk 
dan patuh pada putusan".  
Walaupun berbeda putusannya namun pada intinya baik kasus perdata 
maupun kasus PTUN isinya sama yaitu tentang pembatalan sertipikat. Setelah 
suatu perkara pertanahan yang diputus di pengadilan mendapat kekuatan hukum 
tetap dan isi putusannya membatalan sertipikat maka pihak yang menang harus 
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mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang berisi 
pembatalan sertipikat dimaksud. Sedangkan untuk proses pembatalan sertipikat 
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3 Tahun 1999 Tentang 
Pelimpahan Wewenang Dan Pembatalan Keputtusan Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas 
Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.  
Di samping menghadiri sidang pengadilan sebagai pihak Tergugat 
Langsung maupun Turut Tergugat Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan 
juga ikut menghadiri panggilan kepolisian baik mendampingi Kepala Kantor 
Pertanahan atau hadir sendiri berdasr surat kuasa. Alur menghadiri panggilan 
kepolisian adalah sebagai berikut: 
1) Surat panggilan dari kepolisian; 
2) Membuat surat tugas; 
3) Menghadiri panggilan; 
4) Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. 
 
Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan sering juga diminta oleh 
pihak pengadilan sebagai saksi ahli dalam kasus yang sedang terjadi di pengadilan 
yang terkait dengan pertanahan baik kasus perdata maupun pidana. Sebagai saksi 
ahli staf yang ditunjuk menghadiri sidang harus benar-benar mengetahui pokok 
perkara dari masalah yang sedang disidangkan, baik dari segi teknis maupun 
hukum. Sehingga keterangan yang diberikan dapat membantu menyelesaikan 
masalah pertanahan yang sedang disidangkan. 
 
Penanganan Masalah Non Pengadilan 
Kegiatan dalam Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan yang 
tergolong non pengadilan adalah:   
a) Penyuluhan hukum; 
b) Pembatalan sertipikat yang telah diputus oleh pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 
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c) Pembatalan sertipikat karena cacad administrasi; 
d) Penyelesaian pengaduan; 
e) Panggilan kepolisian; 
f) Menghadiri rapat antar instansi. 
 
i. Penegasan Hak/Konversi/Pengkuan Hak 
Jika masalahnya sudah terselesaiakan atau jika tidak ada masalah apa-apa 
maka staf Badan Pertanahan Nasional Karanganyar bagian pendaftaran 
tanah pertama kali yang terletak di back office membuat BERITA 
ACARA Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis. 
Sebenarnya pengakuan hak merupakan tugas dari subsi pengukuran 
pemetaan dan konversi namun kebijaksanaan kepala kantor pertanahan 
Kabupaten Karanganyar maka pekerjaan ini dilaksanakan oleh subsi 
permasalahan pertanahan, hal ini disebabkan karena volume pekerjaan di 
subsi pengukuran dan pemetaan dan konversi terlalu banyak maka 
pekerjaan ini dilimpahkan ke subsi penyelesaian masalah petanahan. 
Disamping itu karena proses pengakuan hak membutuhkan penelitian 
hukum yang teliti maka atas kebijakasanaan kepala kantor pertanahan 
Kabupaten Karanganyar maka subsi penyelesaian masalah pertanahan 
inilah yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Tentunya hal 
ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dimana 
pembukuan hak seharusnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan 
Pendaftaran Tanah secara Sistematik namun setelah diterbitkannya SPOPP 
sejak tahun 2005 semuanya sudah berjalan dengan semestinya. 
 
j. Pembukuan Hak 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mengacu pada pasal 30 PP 
No. 24 Tahun 1997, dengan pelaksanaan atas dasar alat bukti dan berita 
acara pengesahan tersebut maka hak atas bidang tanah: 
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1) Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak 
disengketakan, dilalukan pembukuannya dalam buku tanah menurut 
ketentuan pasal 29 ayat (1); 
2) Yang data fisik dan data yuridisnya belumlengkap dan tidak 
disengketakan, dilakukan pembukuannya dengan catatan mengenai 
hal-hal yang belum lengkap; 
3) Yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan, tetapi tidak 
diajukan gugatan ke Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam 
buku tanah, dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut; 
4) Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan 
di Pengadilan, tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo 
dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan 
pembukuannya dalam buku tanah, dengan catatan mengenai adanya 
sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan. 
5) Yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan dan diajukan 
gugatan ke Pengadilan, serta ada perintah untuk status quo atau 
putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam 
buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-
hal lain yang disengketakan serta mencatat didalamnya adanya 
status quo tersebut. (Prof Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria. 
Indoneisa. PT  Djambatan) 
Dengan demikian maka pelaksanaan pembukuan di Kantor Pertanahan 
Karanganyar telah sesuai dengan pasal 30 PP No. 24 Tahun 1997; 
 
k. Penerbitan Sertipikat Dari SK Pemberian Hak Atas Tanah 
Penerbitan sertipkat hanya ditujukan untuk kepentingan pemegang hak 
yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan 
data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, dengan demikian hal ini 
telah sesuai dengan apa yang tercermin dalam pasal 31 dan 32 PP No. 24 
Tahun 1997. Tata cara pembuatan sertipikat yang dilakukan oleh Kantor 
Pertanahan Karanganyar adalah mengacu pada pasal 178 Peraturan 
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Menteri No. 3 Tahun 1997 yang mana tata cara pembuatannya sama 
dengan pembuatan buku tanah. Dengan ketentuan bahwa catatan-catatan 
yang bersifat sementara dan sudah dihapus tidk dicantumkan. Dengan 
demikian jelaslah sudah bahwa penerbitan sertpikat dan tata cata 
pembuatannya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Karanganyar telah 
sempurna mengacu pada pasal 31 dan 32 PP No. 24 tahun 1997 dan 

























2. Penerapan asas-asas pendaftaran tanah secara sporadik berdasar 
PRONA tahun 2007 di Kantor badan Pertanahan Nasional Wilayah 
Karanganyar yaitu asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan 
terbuka 
 
Di dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah di Kantor Badan 
Pertanahan Karanganyar maka pemohon harus memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan, selain itu pemohon juga harus memenuhi prosedur yang berlaku yang 
harus dijalankan sesuai dengan standar dari Kantor Badan Pertanahan Nasional 
berdasar dari PP No. 24 Tahun 1997. Diantaranya baik para pemohon maupun 
petugas/pejabat terkait harus menerapkan asas-asas pendaftaran tanah yang 
berlaku. Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis 
membahas lebih lanjut tentang penerapan asas sederhana, aman, terjangkau, 
mutakhir dan terbuka di Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kabupaten 
Karanganyar apakah sudah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 ataukah belum 
dapat melaksanakan isi dari PP No. 24 Tahun 1997 tersebut.. 
Berikut ini penulis menerapan asas-asas yang dipergunakan dalam 
penyelenggaran pendaftaran tanah oleh Kantor adan Pertanhan Karanganyar 
dikaitkan dengan teori yang ada yang tertuang dalam PP No. 24 tahun 1997 , 
yaitu: 
Asas-asas yang dipergunakan dalam penyelenggaran pendaftaran tanah di 
Kantor Badan Pertanhanan Nsional wilayah Kabupaten Karanganyar telah sesuai 
dalam dalam PP No. 24 tahun 1997, yaitu : 
1) Asas sederhana, Kantor Badan Pertanahan telah membuat ketentuan-
ketentuan pokok maupun prosedur pendaftaran tanah dapat dengan mudah 
dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang 
hak yang kesemuanya sudah terpampang di brosur, pamlet, komputer, dll. 
Sehinga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas sederhana sudah 
mengarah untuk sesuai dengan pasal 11 dan 12 PP No. 24 Tahun 1997. 
Waluapun dalam kenyataannya yang mendaftarkan tanahnya mayoritas 
adalah bukan para warga Karanganyar secara langsung, mereka lebih 
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memilih untuk menggunakan jasa dari pada Kantor Notaris ataupun jasa 
dari pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengurusi proses 
pendaftaran tanah mereka untuk mnedapatkan jaminan kepastian hukum 
dengan diterbitkannya sertipikat hak milik atas tanah mereka. Sehingga 
seakan-akan upaya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karnganyar di 
dalam membuat sutu sistem yang sesederhana mungkin seperti 
alur/mekanisme pendaftaran tanah melalui front office yang mudah dengan 
hanya melalui 4 (empat) loket saja, hingga program Layanan Rakyat 
Sertipikasi Tanah (LARASITA) dimana Kantor Pertanahan Karanganyar 
yang memulai inisiatif pergi ke desa-desa untuk melayani rakyat dengan 
kata lain ”menjemput bola” seakan kurang berarti karna masyarakat masih 
terlalu banyak yang belum mengerti dan menyadari bahwa betapa 
sederhannya proses pendaftaran tanah yang sebenarnya dan tidak perlu 
menggunakan jasa Kantor Notaris ataupun PPAT; 
 
2) Asas aman, di Kantor Badan Pertanahan Nasional telah dilaksanakan 
sistem penyelenggaraan tanah yang sangat teliti, mulai dari pengecekan 
berkas-berkas permohonan baik mengenai data diri si pemohon maupun 
mengenai data-data lain yang diperlukan tentang keterangan tanah yang 
bersangkutan dari pihak desa, semua ini dilakukan di loket pertama, 
setelah semua data yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh petugas 
selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan ke loket kedua untuk 
dilakukan entry data/ memasukan data-data berkas yang telah dilengkapi 
tersebut dan langsung disimpan dalam komputer loket yang juga langsung 
terhubung dengan komputer pusat, hingga akhirnya semua data tersimpan 
dengan aman dalam data base. Untuk mewujudkan terbentuknya data base 
pertanahan dapat dilakukan secara manual maupun digital. Jika melihat 
perkembangan teknologi sekarang, pembentukan data base pertanahan 
secara manual dirasa sudah tidak relevan lagi (ketinggalan jaman). 
Disamping ketinggalan jaman, pembentukan data base pertanahan secara 
manual mempunyai banyak kekurangan yaitu: 
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(1) Waktu yang dibutuhkan lama; 
(2) Memakan banyak tempat untuk pemanggilan data sukar dan lama; 
(3) Proses pengolahan data tidak efisien dan efektif 
(4) Hasilnya kurang optimal. 
Oleh sebab itu pembentukan data base pertanahan secara digital oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten dan Karanganyar merupakan langkah yang 
tepat dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Namun 
demikian tidak serta merta pembuatan data base dapat terlaksana dengan 
mudah, ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan 
Karanganyar yang dirasa berat untuk pembentukan secara digital pada 
tahap awal adalah investasi biaya untuk pengadaan perangkat keras dan 
perangkat lunak. Namun, karma melihat dari keuntungan jangka panjang 
maka kendala biaya tersebut seharusnya bukan menjadi masalah bagi 
Kantor Pertanahan Karanganyar. 
Pembentukan data base pertanahan secara digital di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar dibentuk dari data tekstual dan data grafikal. 
Sejak diberlakukannya LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar tahun 1997, untuk data tekstual baru dapat dijalankan sejak 
tahun 2000. Dan untuk data grafikal baru dimulai sekitar bulan Agustus 
2004. 
Karena pembentukan data tekstualnya mengunakan sistem LOC, maka 
oleh pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk 
pembentukan data grafikalnya mengacu pada sistem yang dijalankan LOC. 
Sehingga, proses yang dijalankan dapat terintegrasi. 
sehingga secara umum upaya pelaksanaan asas aman oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan pasal 4 ayat ( 1 ) 
PP No. 14 Tahun 1997. 
 
3) Asas terjangkau, guna menerapakan asas terjangkau dengan sebenar-
benarnya maka Kantor Badan Pertanahan Karanganyar telah menentukan 
beberapa tarif pendafataran tanah secara terbuka dan di sebarkan melalui 
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situs internet, sms, brosur-brosur, famlet sehingga setiap warga masyarakat 
dapat mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk mendaftarakan 
status tanah mereka dari awal hinga akhir jadinya sertipikat tanah, daftar 
tarif biaya pelayanan bidang pertanahan berdasarkan peraturan pemerintah 
Nomor 46 tahun 2002 Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan asas terjangkau telah sesuai 
dengan pasal 61 yat ( 2 ) PP No. 24 Tahun 1997.  
 
4) Asas mutakhir, hal ini tercermin dari kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaan dan kesinambungan pemeliharaan data pendaftaran tanah,  
terpeliharanya data pendaftaraan tanah secara terus menerus dan 
berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan 
selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar telah membuktikan kesungguhannya dalam 
merealisasikan asas mutakhir dengan sungguh-sungguh, hal ini terbukti 
dengan adanya beberapa sistem pelayan baru seperti : 
a) Menggunakan siste dasar Land Office Computerization (LOC) pada 
setiap seksi yang ada; 
b) Layanan informasi mulai dari biaya hingga pengecekan berkas melalui 
SMS; 
c) Layanan informasi mulai dari biaya hingga pengecekan berkas melalui 
Internet dengan mengunjuangi situs www.bpn_karanganyar.net dan 
www.bpn.go.id; 
d) Layanan Rakyat Serpikasi Tanah (LARASITA) dengan menggunakan 
mobil keliling yaitu menjemput bola. Artinya menjemput warga 
Kabupaten Karanganyar ke masing-masing desa untuk mendaftarkan 
tanah mereka; 
e) Pembuatan data base dengan komputer; dan 
f) Pembuatan peta digital menggunakan program auto cad. 
Dengan demikian dapat disimpulkn bahwa pelaksanaan asas mutakhir 
telah sesuai dengan pasal 16 PP No. 24 Tahun 1997, walupun 
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pemenfaatan sistem dan fasilitas yang ada belum bisa maksimal yang 
disebabkan tidak balance/imbangnya anatar sistem dan arana yang ada 
dengan tingkat pendiikan dari masyarakat yang mayoritas memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga mereka tidak dapat 
memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. 
 
5) Asas terbuka, masyarakat luas khususnya masyarakat/penduduk wilayah 
Kabupaten Karanganyar yang berkepentingan maupun masyarakat luas 
seperti para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian hingga Kantor 
Pemerintahan setempat dapat meminta data/informasi sewaku-waktu 
tentang pertanahan yang berada di Kantor Pertanahan Karanganyar. 
Penerapan dari asas terbuka oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar terbukti dengan beberapa fasilitas yang disediakan, diantaranya : 
a) Layanan SMS : 
(1) Layanan informasi cara operasi SMS : ketik : INFO<spasi>BPN 
(2) Layanan informasi proses berkas permohonan : ketik : 
BERKAS<tanda pagar> Nomor Berkas/Tahun 
(3) Layanan informasi biaya pendaftaran tanah pertama kali : ketik 
BPT1<tanda pagar> Luas Tanah 
(4) Layanan informasi biaya pengukuran : ketik : BU<tanda pagar> Luas 
Tanah 
(5) Layanan informasi biaya pemeliharaan data pendaftaran tanah : ketik : 
BPT2 
(6) Layanan informasi biaya permohonan informasi pertanahan : ketik : 
BIP 
b) Layananan Intersnet dengan dua situs berbeda yaitu 
www.bpn_karanganyar.net dan www.bpn.go.id; 
c) Komputer pusat informasi, yang terletak di front office Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar dimana dari komputer tersebut para warga dapat 
mengecek sudah sampai tahap apa berkas permohonan yang merek 
mohonkan; 
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d) Bosur-brosur biaya ukur, seperti contoh tabel brosur dibawah ini : 
e) Brosur-brosur persyaratan pendaftaran tanah, dan brosur-brosur lainnya. 
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan dari asas terbuka 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan pasal  4 
ayat (2), pasal 33 dan 34 PP No. 24 Tahun 1997.  
 
3. Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah 
pertama kali. 
 
Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah 
pertama kali, sesuai dengan anggaran dasar bahwa pelaksanaan Proyek Nasional  
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar masih dipenuhi kendala yang 
diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 
a. Kendala Non Tehnis. 
1) Masih adanya anggapan bahwa dengan memiliki segel pethok dan 
SPPT merupakan bukti kepemilikan tanah. 
Di lokasi Kabupaten Karanganyar masih banyak masyarakat 
mempunyai anggapan bahwa hanya dengan memiliki segel pethuk D 
dan SPPT bukti kepemilikan tanah sudah cukup kuat. Mereka masih 
belum sadar tentang arti pentingnya sertipikat sebagai kekuatan hukum 
sehingga masih banyak dari masyarakat memilih tidak ikut sebagai 
peserta penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar, dan meskipun mereka sudah mengikuti penyuluhan dan 
perangkat desa juga telah melakukan pendekatan pendekatan. Untuk 
mengatasi kendala tersebut, aparat pertanahan harus memperbanyak 
frekuensi penyuluhan di daerah dan aparat desa harus lebih banyak 
melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyadarkan tentang 
pentingnya sertipikat untuk kepastian hukum hak atas tanahnya. 
2) Masih adanya pandangan negatif tentang pelaksanaan proyek-proyek 
pendaftaran tanah. 
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Sebagian besar masyarakat masih beranggapan negatif tentang 
pelaksanaan proyek-proyek pendaftaran tanah, ini disebabkan pada 
tahun-tahun yang lalu sering terjadi ada tawaran proyek pendaftaran 
tanah oleh kepala desa, tetapi setelah biaya mereka bayar dan jangka 
waktu yang dijanjikan habis, kepala desa hanya memberikan salinan 
letter C. pandangan negatif masyarakat sampai sekarang masih melekat 
pada pikiran mereka sehingga saat ditawari ikut proyek nasional 
banyak masyarakat yang ragu. Kendala ini dapat diatasi dengan adanya 
keinginan yang sungguh-sungguh dari aparat terkait dengan 
pelaksanaan Proyek Nasional tentang pendaftraran tanah pertama kali 
secara sporadik dengan bekerja sesuai pedoman yang ada. Karena 
dengan keberhasilan proyek nasional ini sedikit banyak akan 
menghapus pandangan negatif tentang proyek-proyek pendaftaran 
tanah. 
3) Masih ada anggapan bahwa tidak perlu repot-repot mendaftarkan 
tanah. 
Tingkat pendidikan para penduduk desa yang beragam menjadikan 
sulitnya memberikan penyuluhan, terlebih lagi mayoritas dari 
penduduk/warga Kabupaten Karanganyar hanyalah memiliki tingkat 
pendidikan yang rendah bahkan tidak jarang penduduk yang lebih 
senang langsung mencari pekerjaan ketika beranjak remaja dari pada 
repot-repot untuk  bersekolah. Hal ini kembali menjadi problem bagi 
tim pemberi penyuluhan kepada warga sekitar bahwa pentingnya 
memiliki suatu tanda bukti yang sah akan tanah yang  mereka miliki. 
Karna pendidikan yang rendah itulah masyarakat memiliki anggapan 
bahwa tidak perlu repot-repot untuk mendaftarkan tanah karena 






b. Kendala Teknis. 
1) Terjadi perdebatan pendapat yang alot antara pemilik tanah yang 
bersangkutan dengan pemilik tanah yang bersebelahan mengenai 
batas-batas tanah yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. 
Di dalam melakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh 
petugas ukur yang juga dihadiri oleh semua pihak yang 
bersangkutan termasuk pihak yang melakukan permohonan, para 
pihak yang mempunyai tanah yang bersebelahan dengan tanah 
yang dimohonkan dan juga para pejabat desa atau kelurahan 
setempat sering kali dijumpai permasalahan yang sulit 
ditempatkan. Seringnya permasalahan tersebut selalu 
diperdebatkan anatara pihak pemohon dengan pemilik tanah yang 
bersebelahan, jika para pihak mampu menyelesaikan dengan hati 
dingin dan lebih mengedepankan kekeluargaan maka biasanya 
masalah akan segera terselesaikan. Namun biasanya jika para pihak 
yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan 
dengan kekeluargaan biasanya masalah tidak hanya sampai di 
lokasi saja bahkan bisa sampai ketingkat Pengadilan Negeri 
ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. 
Berdasarkan pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 ayat (1) yang 
berbunyi :  Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan 
antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan 
pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang 
tanahnya diupayakan untuk sementara dialukan berdasarkan 
batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas 
bidang-bidang tanah yang bersangkutan. Dan ayat (5) yang 
berbunyi : Dalam hal telah diperoleh kesepkatan melalui 
musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau 
diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian 
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terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan. 
Dengan demikian waluapun dalam pelaksanaan penentuan 
penetapan batas-batas bidang tanah yang terkait tidak didapat 
kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan 
dengan pemilik tanah yang berbatasan maka dapat ditetapkan 
batas-batas sementara, kedua pihak tersebut diminta untuk 
menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara kekeluargaan 
yaitu dengan cara musyawarah mencapai mufakat. Jika sudah 
terdapat kesepakatan kemudian diadakan penyesuaian terhadap 
data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan. Untuk itu 
pejabat terkait dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
harus selalu berhati-hati dn bersabar didalam menuangkan batas-
batas bidang tanah karma harus berdasar pada kesepakatan yang di 
dapat antara pemegang hak atas tanah terkait dengan pemilik tanah 
yang berbatasan. 
2) Pemilik tanah tidak berada di tempat ketika diadakan pengukuran 
Pada waktu panitia A datang ke lapangan/lokasi ternyata pemilik 
tanah tidak ada ditempat ini akan mengganggu kerja dari panitia A 
dengan terganggunya kerja panitia A tersebut maka proses juga 
akan terganggu dan target yang sudah ditetapkan tidak akan 
tercapai.  
Padahal berdasarkan pasal 17 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997 yang 
berbunyi : penetapan tanda-tanda batas termasuk 
pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah 
yang bersangkutan. Dengan demikian pemegang hak atas tanah 
yang bersangkutan berkewajiban untuk hadir dalam penetapan 
tanda-tanda batas tanahnya  guna kepentingan data fisik dalam 
pembuatan peta dasar. Kendala ini dapat diatasi atau diminimalisir 
dengan cara mengoptimalkan fungsi penyuluhan. Bagi para 
pemilik tanah yang tidak berada ditempat dihubungi dan dijelaskan 
seperlunya mengenai adanya proyek ajudikasi tersebut. Apabila 
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pemilik tanah tersebut tetap tidak dapat hadir maka bisa ditempuh 
dengan jalan memberikan kuasa kepada orang lain dengan surat 
kuasa yang sah.  
3) Alat bukti kepemilikan tidak lengkap. 
Pada waktu panitia A mengadakan pengumpulan data-data yuridis 
tanah masih dijumpai alat bukti yang tidak lengkap. Kendala ini 
akan sangat mengganggu dalam penentuan status hukum tanah 
yang akan dijadikan alas untuk pemberian hak. Persyaratan yang 
harus dipenuhi antara lain : 
a) Surat permohonan (ditanda tangani pemohon/kuasanya); atau  
b) Surat kuasa bermaterai cukup (jika dikuasakan); atau  
c) Identitas para pihak (foto copy dileglisir pihak yang 
berwenang); atau  
d) Bukti tertulis : 
(1) Petuk D/ foto copy letter C (dilegalisir pejabat yang 
berwenang) dan atau segel atau Akta PPAT;  
(2) Bukti Pelunasan SSB-BPHTB (disahkan pejabat yang 
berwenang);  
(3) Bukti pelunasan SSB-PPH (yang dipersyaratkan);  
(4) SPPT-PBB tahun berjalan (Foto copy yang dilegalisir);  
(5) Bukti lain (jika bukti asli tidak ada) disertai pernyataan 
yang bersangkutan meliputi : 
(a) Pernyataan penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) 
tahun terus menerus;  
(b) Keterangan Kades/Lurah disaksikan 2 (dua) orang 
yang membenarkan penguasaan tanah tersebut;  
(c) Pernyataan batas dan luas tanah (bermaterai cukup).  
Kendala ini dapat di atasi dengan mengoptimalkan fungsi penyuluhan 
dimana dijelaskan hal-hal yang harus diserahkan atau disiapkan oleh penguasa 
tanah pada waktu satgas  yuridis datang beserta akibat hukumnya jika bukti-bukti 
tersebut tidak lengkap. 
 96 
BAB IV 




Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat 
ditarik  kesimpulan bahwa : 
1. Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Karanganyar 
telah sesuai dengan pasal-pasal dalam Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 
1997 dan Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No.3 tahun 1997 walaupun masih diperlukan pertimbangan 
pertimbangan lain dalam pelaksanaannya. 
2. Pelaksanaan/penerapan asas-asas dalam proses sertipikasi telah 
diupayakan dengan semaksimal mungkin, mulai namun demikian 
penerapan asas-asas tersebut dari Kantor Pertanahan Karanagnyar akan 
sia-sia jika masyarakat tidak menanggapinya secara serius, hal ini terbukti 
dari fakta yang ada bahwa masyarakat lebih mengutamakan mengurus 
permohonan sertikat atas tanah mereka melalui jasa Kantor Kenotariatan 
ataupun kantor PPAT. Sehingga biaya yang mereka keluarkan dengan 
menggunakan jasa pihak lain akan jauh lebih mahal. 
3.   Kendala-kendala yang ada yang terjadi di BPN Kabupaten Karanganyar, 
antara lain :    
1) kendala  non teknis 
a) Masih adanya anggapan bahwa dengan memiliki segel, pathok dan 
SPPT bukti kepemilikan tanah sudah cukup kuat. 
b) Masih ada pandangan negatif tentang pelaksanaan proyek-proehk 
pendaftaran tanah. 
c) Masih ada anggapan bahwa tidak perlu repot-repot mendaftarkan 
tanah. 
2) Kendala teknis 
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a) Terjadi perdebatan pendapat yang alot antara pemilik tanah 
yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang bersebelahan 
mengenai batas-batas tanah yang ditunjuk oleh masing-masing 
pihak. 
b) Data yang disiapkan oleh pemilik tanah kurang lengkap. 




1 Pelaksanaan Proyek Nasional perlu diteruskan atau dilanjutkan karena 
dengan keberhasilan dan kemudahan – kemudahan yang diterima 
masyarakat dari proyek ini dapat mengurangi pandangan negatif tentang 
proyek-proyek pendaftaran tanah. Aparat pertanahan harus semakain 
sering melakukan penyuluhan  didesa-desa baik dilokasi proyek maupun 
desa lain dalam wilayah Karanganyar yang bersangkutan guna 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya sertipikat 
tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang berkeuatan hukum kuat.  
2 Penerapan asas-asas tersebut hendaknya dipertahankan dengan tujuan 
untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pertanahan sesuai dengan 
peraturan pertanahan, dan Kantor Pertanahan Karanganyar sebaiknya 
lebih banyak lagi melakukan penyuluhan ke berbagai desa yang ada di 
wilayah Karanganyar agar memberikan pengertian kepada masyarakat 
bahwa pengurusan tanah tida serumit dan semahal yang mereka 
(masyarakat) kira. 
3 Pihak-pihak BPN Kabupaten Karanganyar hendaknya mempunyai etos 
kerja yang tinggi dalam mengatasi segala kendala yang ada dalam 
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